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ABSTRAK 
 
 
Nama  : Elizabeth Fransiska Princessi Sidabutar 
Program Studi  : Hukum Tentang Kegiatan Ekonomi 
Judul  : “Analisis Yuridis Mengenai Perlindungan Konsumen 

Terhadap Negative Option dalam Penyelenggaraan Jasa 
Telekomunikasi di Indonesia (Studi Kasus David M. L. Tobing 
Melawan Telkomsel)” 

 
 
Kebutuhan manusia untuk mengikuti perkembangan ekonomi telah menjadikan 
telekomunikasi sebagai salah satu media yang sering digunakan untuk 
melangsungkan penjualan dan pembelian barang dan/atau jasa sehingga 
kebutuhan akan suatu layanan jasa telekomunikasi tidak dapat dihindari. Dalam 
penyelenggaraan telekomunikasi, terdapat berbagai macam metode penawaran 
yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha. Salah satu metode yang menjadi 
perhatian adalah Negative Option, yaitu suatu metode penawaran barang dan/atau 
jasa dimana kegagalan konsumen untuk mengambil tindakan tegas, baik untuk 
menolak suatu penawaran atau membatalkan suatu perjanjian, ditafsirkan oleh 
pelaku usaha sebagai suatu bentuk persetujuan untuk membebankan biaya atas 
barang dan/atau jasa tersebut. Kasus yang belakangan ini muncul ke permukaan 
adalah kasus David M. L. Tobing yang dibebankan biaya secara berkelanjutan 
oleh PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) atas suatu fitur berbayar jasa 
telekomunikasi yaitu Opera Mini sedangkan ia tidak pernah memberikan 
persetujuan atas penawaran tersebut. Secara garis besar, permasalahan Negative 
Option pada perlindungan konsumen dalam kaitannya dengan penyelenggaraan 
jasa telekomunikasi di Indonesia muncul pada ada atau tidaknya persetujuan 
antara pelaku usaha dan konsumen serta pembebanan biaya atas barang dan/atau 
jasa yang bersangkutan. Perlindungan hukum bagi konsumen jasa telekomunikasi 
tidak hanya diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 
Perlindungan Konsumen, tetapi juga diatur dalam Undang-undang No. 36 Tahun 
1999 tentang Telekomunikasi. Namun demikian, konsep penyelenggaraan jasa 
telekomunikasi dengan mengunakan Negative Option menimbulkan kesenjangan 
dalam praktik dengan aturan yang semestinya diterapkan baik yang berkaitan 
dengan masalah keperdataaan maupun perlindungan konsumen sehingga 
mendorong kebutuhan akan dibentuknya kerangka peraturan secara khusus 
mengenai Negative Option. 
 
 
Kata kunci: Negative Option, David M. L. Tobing, Undang-Undang No. 8 Tahun 
1999, Undang- Undang No. 36 Tahun 1999 
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ABSTRACT 
 
 
Name  : Elizabeth Fransiska Princessi Sidabutar 
Study Program  : Law on Economic Activity 
Title  : “A Juridical Analysis on Consumer Protection Concerning the 

Negative Option in the Operation of Telecommunication 
Services in Indonesia (Case Study of David M. L. Tobing 
Against Telkomsel)”  

 
 
The human need to keep pace with the economic development has given the 
influence on making telecommunication as one of the medias that is utilized for 
the purpose of conducting trade of goods and/or services, thereby can not be 
sidestepped. In the operation of telecommunication, there is a large array of offer 
methods that can be carried out by business doers. A method in particular that has 
been given prominence to is negative option in which the consumer’s failure to 
take an affirmative action, either to reject an offer or cancel an agreement, is 
deciphered as an assent to be charged for good and/or services. A case in point 
that has came to surface is the case of David M. L. Tobing who was charged 
continuously by PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel) for a telecommunication 
service called Opera Mini that he never gave assent for. As a précis, the problems 
of negative option with regards to consumer protection in the operation of 
telecommunication services in Indonesia arise depending on whether there is an 
agreement between business doers and consumers as well as the charging of cost 
on the goods and/or services. Legal protection for consumers of 
telecommunication services is stipulated not only in Law No. 8 of 1999 
Concerning Consumer Protection, but also in Law No. 36 of 1999 on 
Telecommunication. Nevertheless, such concept with the negative option method 
has created a void among the practice and regulation that should have been 
enforced well, whether it is with respect to civil issues or consumer protection 
issues, thus propelling the need for a framework of regulations specifically about 
negative option. 
 
 
Key words: Negative Option, David M. L. Tobing, Law No. 8 of 1999, Law No. 
36 of 1999 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dalam dunia perdagangan, sengketa konsumen sering terjadi antara 

pihak konsumen dan pelaku usaha, di mana pihak konsumen merasa dirugikan 

atas produk barang dan/atau jasa yang telah dibelinya dan/atau digunakannya. 

Kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari 

adanya hubungan hukum perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, 

maupun dari adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku 

usaha. Selain itu, kerugian tersebut juga banyak disebabkan oleh konsumen yang 

kurang kritis terhadap barang-barang yang ditawarkan sehingga kerugian yang 

dialami bukan hanya yang bersifat finansial tetapi juga yang dapat merugikan 

kesehatan atau keselamatan hidup konsumen sendiri.1 Di Indonesia, kedudukan 

konsumen pada umumnya berada di posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku 

usaha. Salah satu faktor dominan yang menempatkan konsumen dalam posisi 

lemah tersebut adalah belum adanya kesadaran konsumen akan hak-haknya. 

Namun demikian, adanya kesadaran konsumen pun tidak secara otomatis 

menempatkan konsumen dalam posisi yang kuat.2 Selain itu, tingkat pendidikan, 

kemampuan finansial dan daya tawar yang rendah juga menjadi faktor lemahnya 

posisi konsumen sedangkan hukum tidak bisa mengandung kesenjangan.3 Oleh 

karena itu, konsumen harus mendapatkan perlindungan hukum yang diwujudkan 

dalam bentuk kepastian hukum yang menjadi hak konsumen. 

Pada tanggal 20 April 1999, Pemerintah Republik Indonesia 

mengeluarkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut UUPK). Undang-
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
1  Bambang Setiawan, Meningkatkan Citra Konsumen Indonesia yang Berkualitas 

(Makalah Disajikan dalam Temu Wicara Nasional Perlindungan Konsumen Kerja Sama 
Universitas Gajah Mada - Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Departemen 
Perdagangan Republik Indonesia, Yogyakarta, 1991) hal. 1. 
 

2 Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Liku-Liku Perjalanan Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen, Cet. 1, (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2001), hal. 7. 

 
3 Edmon Makarim, Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 348. 
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Undang tersebut diharapkan dapat mendidik masyarakat Indonesia untuk lebih 

menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki pelaku 

usaha. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, konsumen perlu 

meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian 

untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang 

bertanggung jawab. 4  Lebih lanjut, untuk menghindari berbagai hal yang 

membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa, maka undang-

undang menentukan berbagai larangan.5 UUPK telah menjadi payung hukum baik 

bagi konsumen maupun para pelaku usaha dengan disusunnya pengaturan 

mengenai hak-hak dan kewajiban yang dimiliki. Namun demikian, undang-

undang tersebut masih belum dapat menjamin dan melindungi hak-hak konsumen 

secara nyata dan penuh dimana konsumen masih sering menjadi sasaran atau 

objek aktivitas bisnis para pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan yang 

sebanyak-banyaknya.6 

Belakangan ini, teknologi yang pesat menjadi sarana yang kerapkali 

digunakan untuk melangsungkan penjualan dan pembelian barang dan/atau jasa  

yang mana salah satunya adalah melalui telekomunikasi. 7  Telekomunikasi 

memiliki peran penting dan strategis dalam kehidupan terutama dalam menunjang 

dan mendorong kegiatan perekonomian, memantapkan pertahanan dan keamanan, 

memperlancar kegiatan pemerintahan, mencerdaskan kehidupan bangsa, 

memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta meningkatkan hubungan 

antar bangsa.8 Negative Option merupakan salah satu metode penawaran melalui 

media telekomunikasi dimana pelaku usaha dengan konsumen tidak bertemu tatap 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

4 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, Hukum tentang Perlindungan Konsumen, cet. 3, 
(Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 2-3. 

 
5  Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 63. 
 
6 Az. Nasution (1), Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi dan Hukum pada 

Perlindungan Konsumen Indonesia, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 83. 
 
7  Electronic Communications Act 2000, ch. 7 

http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts200/20000007.htm    
 
8 Indonesia (1), Undang-Undang Telekomunikasi, UU No. 36 Tahun 1999, LN No. 154 

Tahun 1999, TLN No. 3881, Penjelasan Umum.  
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muka untuk melakukan transaksi. Dalam hal demikian, pelaku usaha menafsirkan 

kegagalan konsumen untuk mengambil tindakan tegas, baik untuk menolak suatu 

penawaran atau membatalkan suatu perjanjian, sebagai suatu bentuk persetujuan 

untuk membebankan biaya atas barang dan/atau jasa kepada konsumen.9 Metode 

tersebut dapat mengakibatkan kerugian finansial yang cukup signifikan terhadap 

konsumen apabila tidak dilengkapi dengan informasi yang jelas sehingga terjadi 

pembebanan biaya atas barang dan/atau jasa tanpa persetujuan dari konsumen.10 

Di Amerika Serikat, sudah ada pengaturan mengenai metode penawaran 

negative option tersebut yang dikeluarkan oleh Federal Trade Commission dalam 

rangka perlindungan konsumen. Namun demikian, di Indonesia belum ada 

peraturan perundang-undangan terkait sedangkan dalam praktiknya sudah banyak 

terjadi dan menjadi perhatian khususnya dalam penyelenggaraan telekomunikasi 

di Indonesia. Beberapa waktu lalu, terdapat sebuah kasus dimana seorang 

pelanggan jasa telekomunikasi bernama David M. L. Tobing yang dibebankan 

biaya atas suatu fitur berbayar jasa telekomunikasi yaitu Opera Mini oleh 

Telkomsel. Dalam kasus tersebut, ia tidak melakukan permintaan untuk 

berlangganan fitur berbayar tersebut dan tidak mengetahui bahwa ia telah 

dibebankan dengan sejumlah biaya yang kemudian diperpanjang secara otomatis 

sampai pada akhirnya ia menerima rincian biaya penggunaan. Salah satu tujuan 

dari perlindungan konsumen menurut UUPK adalah menciptakan sistem 

perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan 

keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.11 Keterbukaan 

informasi serta akses untuk mendapatkan informasi tersebut penting dikarenakan 

konsumen merupakan pihak yang tidak mengetahui dengan jelas kondisi barang 

dan/atau jasa yang ditawarkan di pasar. Adapun perlunya pengaturan tentang 

keterbukaan informasi dilakukan dengan maksud sebagai berikut.  

a. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
9 Federal Trade Commission, Negative Options: A Report by the Staff of the FTC’s 

Division of Enforcement, (January 2009), hal. i. 
 

10  Ibid. 
 

11 Indonesia (2), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU No. 8 Tahun 1999, LN 
No. 42 Tahun 1999, TLN No. 3821, Pasal 3 huruf (d). 
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pelaku usaha pada umumnya. 

b. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa. 

c. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu 

dan menyesatkan. 

d. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan 

konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain. 12 

Akses untuk mendapatkan informasi ini juga diatur dalam beberapa 

pasal yaitu Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b UUPK. Pasal 4 huruf c UUPK, 

tentang hak-hak konsumen : 

“c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa;” 

Selanjutnya Pasal 7 UUPK tentang kewajiban pelaku usaha yang juga mengatur 

tentang keterbukaan informasi :  

“b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi 

dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan 

penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;”  

Dari ketentuan ketiga pasal yang terdapat dalam UUPK tersebut 

membuktikan bahwa betapa pentingnya keterbukaan informasi ini dalam 

menyelesaikan masalah-masalah terkait dengan perlindungan konsumen. 

Pengaturan tersebut sangat berkaitan erat dengan pelaku usaha karena pelaku 

usaha pada dasarnya merupakan pihak yang lebih kuat dibandingkan dengan 

konsumen yang selalu dijadikan objek oleh mereka untuk mendapatkan 

keuntungan yang sebesar-besarnya. Oleh karena itu bagaimana pun juga perlu 

dihargai keterbukaan informasi yang pelaku usaha berikan sebagai wujud itikad 

baik mereka dalam menghasilkan produk yang baik, sehat dan terpercaya.  

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis melakukan penelitian untuk 

menjelaskan permasalahan tersebut dan berusaha mengembangkan solusi atas 

permasalahan tersebut melalui skripsi yang berjudul “Analisi Yuridis mengenai 

Perlindungan Konsumen terhadap Negative Option dalam Penyeleggaraan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

12  Sofyan Lubis, Quo Vadis Perlindungan Konsumen, 
http://www.kantorhukumlhs.com/details_artikel_hukumphp?id=12, 18 November 2011. 
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Jasa Telekomunikasi di Indonesia (Studi Kasus David M. L. Tobing 

Melawan Telkomsel). 

 

1.2 Pokok Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan beberapa hal yang 

menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah yang dimaksud dengan Negative Option? 

2. Bagaimanakah pengaturan mengenai penerapan Negative Option dalam 

penyelenggaraan jasa telekomunikasi di Indonesia berdasarkan Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-

Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi? 

3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Negative Option yang dapat 

diberikan pada kasus David L. Tobing melawan Telkomsel ditinjau dari 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan 

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Suatu tujuan dicapai agar penelitian ini dapat lebih terarah dan dapat 

mengenai sasaran yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai dibagi 

menjadi dua bagian, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. 

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan baik kepada peneliti dan juga pembaca lewat studi 

keilmuan dari kacamata hukum tentang hak-hak konsumen dalam kaitannya 

dengan penggunaan fitur berbayar jasa telekomunikasi berdasarkan Undang-

Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sementara itu, yang 

menjadi tujuan khusus dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk memaparkan pengertian mengenai Negative Option. 

2. Untuk memaparkan pengaturan mengenai penerapan Negative Option dalam 

penyelenggaraan jasa telekomunikasi di Indonesia ditinjau dari Undang-

Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-

Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. 
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3. Untuk menganalisa perlindungan hukum terhadap Negative Option yang 

dapat diberikan pada kasus David L. Tobing melawan Telkomsel ditinjau dari 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan 

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. 

 

1.4 Definisi Operasional 

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan beberapa istilah yang 

perlu dijabarkan secara jelas. Untuk menghindari perbedaan interpretasi mengenai 

istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian, maka diperlukan definisi 

operasional mengenai istilah-istilah berikut. 

1. Negative Option adalah suatu metode penawaran barang dan/atau jasa 

dimana pelaku usaha menafsirkan kegagalan konsumen untuk mengambil 

tindakan tegas, baik untuk menolak suatu penawaran atau membatalkan suatu 

perjanjian, sebagai suatu bentuk persetujuan untuk membebankan biaya atas 

barang dan/atau jasa kepada konsumen.13 

2. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlungan kepada konsumen.14 

3. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia 

dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain 

maupundan mkhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.15 

4. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang 

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara 

Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian 

menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.16 

5. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi 

kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
13 Federal Trade Commission, op.cit, hal. 2. 

 
14 Indonesia (2), op.cit, Pasal 1 angka (1). 

 
15 Ibid, Pasal 1 angka (2). 
 
16 Ibid. Pasal 1 angka(3). 
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telekomunikasi.17 

6. Fitur Berbayar adalah fasilitas layanan tambahan dikenakan biaya yang 

diberikan oleh penyelenggara telekomunikasi atas persetujuan pelanggan.18 

7. Penyelenggara telekomunikasi adalah penyelenggara jaringan 

telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi.19 

8. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang 

menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi 

berdasarkan kontrak.20 

 

1.5 Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan 

pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 

mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan 

menganalisisnya.21 

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis 

penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap aturan-aturan hukum tertulis 

dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Metode penelitian 

kepustakaan adalah metode yang dilakukan dengan melakukan studi dokumen dan 

menggunakan data berupa bahan-bahan pustaka yang lazim disebut sebagai data 

sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, yang mencakup:22 

a. Bahan hukum primer, yaitu yang berupa ketentuan hukum dan perundang- 

undangan yang mengikat serta berkaitan dengan studi ini seperti Undang- 

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.. 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

17 Indonesia (1), op.cit, Pasal 1 angka (7). 
 
18  Indonesia (3), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia 

tentang Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi, Permenkominfo No. 10/PER/M. 
KOMINFO/3/2007, Pasal 1 angka (5). 

 
19 Indonesia (3), Pasal 1 angka (2). 
 
20 Ibid., Pasal 1 angka (9). 
 
21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas 

Indonesia, 1986), hal. 43.  
 
22 Ibid., hal.32 
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi atau 

hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya. 

Contoh: artikel ilmiah, buku, makalah berbagai pertemuan ilmiah, laporan 

penelitian, skripsi, tesis dan disertasi.  

c. Bahan hukum tersier, yang merupakan bahan penjelasan mengenai bahan 

hukum tersier maupun sekunder, berupa kamus, ensiklopedia, dan 

sebagainya. Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah secara, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif analitis, dimana apa yang bersangkutan secara tertulis atau 

lisan, dan perilaku nyata.  

Tipe penelitian bila dilihat dari sifatnya adalah penelitian deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara 

tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk 

menentukan frekuensi suatu gejala.23 Penulis memilih tipe penelitian deskriptif 

karena penelitian ini memaparkan mengenai pengaturan Undang-Undang No. 8 

Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen terhadap penawaran dan pengikatan 

secara sepihak pada penggunaan fitur berbayar jasa telekomunikasi di Indonesia. 

Dalam mengolah dan menganalisis data yang akan digunakan dalam 

penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Metode ini 

digunakan dengan maksud untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

dengan mengutamakan kualitas sumber data yang diperoleh daripada 

kuantitasnya.24 

 

1.6 Sistematika Penelitian 

Untuk mempermudah penelitian serta pemahaman membaca, maka 

penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. 

Penulis menyusun skripsi dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
23 Sri Mamudji, et.al., Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit 

Fakultas Hukum  Universitas Indonesia, 2005, hal  4. 
 

24 Ibid., hal. 22. 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, penulis memaparkan mengenai hal-hal yang 

melatarbelakangi pengambilan judul yang akan dibahas. Latar belakang 

didasarkan pada pengetahuan penulis akan masalah yang terdapat di dalam judul 

penelitian. Hal-hal yang pokok akan dikemukakan melalui perumusan masalah. 

Selain itu, di dalam bab ini juga dibahas mengenai manfaat dan tujuan penelitian. 

Lebih lanjut, bab ini juga menjabarkan beberapa definisi operasional yang 

berfungsi untuk menyamakan persepsi yang muncul dalam penelitian. Di bagian 

akhir, terdapat pula penjabaran metode penelitian dan sistematika penelitian. 

 

BAB 2 TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PERLINDUNGAN 

KONSUMEN 

Bab ini digunakan untuk memberikan gambaran secara lebih mendalam 

terhadap kajian teoritis yang akan dipergunakan dalam menganalisa data pustaka 

yang diperoleh dari penelitian. Bab 2 ini mencakup tinjauan umum hukum 

konsumen dan hukum perlindungan konsumen, asas dan tujuan dari hukum 

perlindungan konsumen, para pihak yang terkait disertai dengan hak dan 

kewajibannya, serta bagaimana proses penyelesaian sengketa konsumen yang ada. 

 

BAB 3 TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYELENGGARAAN 

TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA DAN NEGATIVE OPTION 

Bab ini berisi pembahasan yang digunakan untuk memberikan 

pemahaman secara mendalam mengenai penyelenggaraan telekomunikasi di 

Indonesia ditinjau dari Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi. Selain itu, bab ini juga melanjutkan pembahasan dengan 

memaparkan tentang konsep Negative Option yang seringkali digunakan oleh 

penyelenggara telekomunikasi sebagai metode penawaran barang dan/atau jasa. 

 

BAB 4 ANALISIS 

Dalam bab ini, penulis akan menganalisis penerapan Negative Option di 

Indonesia berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. Pemaparan akan dimulai dengan penjelasan mengenai peran dan 
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tanggung jawab pelaku usaha serta konsumen yang akan dilengkapi dengan 

tinjauan terhadap praktik yang terjadi di Indonesia, dalam hal ini pada kasus 

David L. Tobing melawan Telkomsel. 

 

BAB 5 PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang bersi tentang kesimpulan penulis 

berdasarkan pokok permasalahan yang ada pada bab pendahuluan sebagai uraian 

akhir yang ditarik penulis dari hasil pembahasan secara menyeluruh pada bab-bab 

sebelumnya. Selain itu, penulis juga memberikan saran dan solusi terkait dengan 

penelitian tersebut. 
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BAB 2 

TINJAUAN UMUM MENGENAI HUKUM PERLINDUNGAN 

KONSUMEN 

 

2.1 Pengertian Umum Hukum Konsumen dan Hukum Perlindungan 

Konsumen 

Hukum konsumen terdiri dari rangkaian peraturan perundang-undangan 

yang mengatur tentang perilaku orang dalam pergaulan hidup untuk memenuhi 

kebutuhan hidup mereka.25 Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, 

diperlukan suatu batasan definisi pada istilah ‘hukum konsumen’ dan ‘hukum 

perlindungan konsumen’ serta hubungan antara keduanya. Hukum konsumen 

menurut Prof. Mochtar Kusuaatmadja merupakan keseluruhan asas-asas dan 

kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai 

pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa kosumen, di dalam 

pergaulan hidup. 26  Sedangkan menurut Az. Nasution, hukum konsumen 

merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur hubungan 

dan masalah penyediaan dan penggunaan produk barang dan/atau jasa, antara 

penyedia dan penggunanya, dalam kehidupan bermasyarakat.27 Pada pokoknya, 

hukum konsumen lebih berperan dalam hubungan dan masalah konsumen yang 

kondisi para pihaknya berimbang dalam kedudukan sosial ekonomi, daya saing 

maupun tingkat pendidikan dengan rasio bahwa sekalipun tidak selalu tepat, bagi 

mereka yang berkedudukan seimbang demikian, maka mereka masing-masing 

lebih mampu mempertahankan dan menegakkan hak-hak mereka yang sah.28 

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dilihat bahwa hukum 

perlindungan konsumen merupakan bagian khusus dari hukum konsumen, dimana 

keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang terdapat di dalamnya mengatur 

hubungan dan masalah antara penyedia barang dan/atau jasa dengan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
25 Az. Nasution, op.cit., hal. 64. 
 
26 Ibid. 
 
27 Ibid. 
 
28 Ibid., hal. 66.  
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penggunanya, dan secara khusus ditujukan untuk memberikan perlindungan 

kepada konsumen. Hukum perlindungan konsumen dibutuhkan apabila kondisi 

pihak-pihak yang mengadakan hubungan hukum atau bermasalah dalam 

masyarakat itu tidak seimbang. Dengan adanya hukum yang secara khusus 

mengatur mengenai perlindungan konsumen, maka terwujudnya kepastian hukum 

dalam hal pemberian perlindungan kepada konsumen akan terjamin.29 

 

2.2 Asas dan Tujuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen 

2.2.1 Asas Perlindungan Konsumen 

Pada Penjelasan Pasal 2 UUPK, dijelaskan bahwa perlindungan 

konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang 

relevan dalam pembangunan nasional, yaitu: 

a. Asas Manfaat 

Asas ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam 

penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat 

sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara 

keseluruhan. 

b. Asas Keadilan 

Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara 

maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha 

untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. 

c. Asas Keseimbangan 

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan 

konsumen, pelaku usaha dan pemerintah dalam arti materiil ataupun spiritual. 

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen 

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan 

keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan 

pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. 

e. Asas Kepastian Hukum 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
29 Ibid., hal. 66-67. 
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Asas ini dimaksudkan agar baik pelaku usaha maupun konsumen menaati 

hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan 

konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.30 

Dari segi substansi, kelima asas tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga) 

asas, yaitu: 

1. asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan keselamatan 

konsumen; 

2. asas keadilan yang di dalamnya meliputi keseimbangan; dan 

3. asas kepastian hukum. 31 

 

2.2.2 Tujuan Perlindungan Konsumen 

Segala upaya yang menjamin kepastian hukum serta perlindungan 

terhadap konsumen memiliki tujuan-tujuan tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 

3 UUPK, maka tujuan daripada perlindungan konsumen adalah sebagai berikut. 

a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk 

melindungi diri. 

b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya 

dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa. 

c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan 

menentukan hak-haknya sebagai konsumen. 

d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur 

kerpastian hukum dan keterbukaan iinformasi sera akses untuk mendapatkan 

informasi. 

e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan 

konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam 

berusaha. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
30 Indonesia (2),  op.cit, Penjelasan Pasal 2. 
 
31 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: PT. 

RajaGrafindo, 2004), hal 26. 
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f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan 

usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan 

keselamatan konsumen.32 

Adapun manfaat perlindungan konsumen di Indonesia adalah: 

1. Balancing Position. 

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dengan 

diterapkannya perlindungan konsumen di Indonesia, maka kedudukan 

konsumen yang tadinya cenderung menjadi sasaran pelaku usaha untuk 

meraih keuntungan sebesar-besarnya, misalnya dengan cara memperdaya 

konsumen melalui kita promosi, cara penjualan serta penerapan perjanjian 

standar yang akhirnya merugikan pihak konsumen, kini menjadi subjek yang 

sejajar dengan posisi pelaku usaha. 

2. Memberdayakan konsumen. 

Faktor utama yang menjadi kelemahan, konsumen adalah tingkat kesadaran 

konsumen akan hak-haknya yang masih rendah. Hal ini terutama disebabkan 

oleh tingkat pendidikan konsumen yang masih rendah. Oleh karena itu, 

UUPK memberikan landasan baru bagi pemberdayaan konsumen di 

Indonesia melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. 

3. Meningkatkan profesionalisme pelaku usaha. 

Dengan perkembangan dunia bisnis yang terus berubah dengan cepat di satu 

sisi dan di sisi lain kesadaran konsumen yang semakin baik, maka pelaku 

usaha tidak mungkin lagi untuk bertahan dengan cara-cara yang tradisional. 

Pelaku usaha dituntut untuk menjalankan usahanya secara profesional. 

Profesionalisme pelaku usaha merupakan tuntutan yang harus dipenuhi untuk 

saat ini dan tidak tepat ditawar-tawar lagi jika pelaku usaha ingin tetap eksis 

dalam menjalankan usahanya.33 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
32 Indonesia (2), op.cit., Pasal 3. 
 
33 Endang Sri Wahyuni, Aspek Hukum Sertifikasi dan Keterkaitannya dengan 

Perlindungan Konsumen, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 90. 
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2.3 Pihak-Pihak yang Terkait 

Pada Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa perlindungan konsumen 

merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 

memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.34 Agar suatu upaya yang 

menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum tersebut 

dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan pemahaman tentang pihak-pihak 

yang terkait. 

 

2.3.1 Konsumen 

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UUPK, dinyatakan bahwa yang 

dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa 

yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, 

orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. 35 

Pengertian konsumen sesungguhnya dapat terbagi menjadi tiga bagian yaitu: 

a. Konsumen dalam arti umum, yaitu orang yang mendapatkan barang atau jasa 

yang digunakan untuk tujuan tertentu. 

b. Konsumen antara, yaitu setiap orang yang mendapat barang dan/atau jasa 

dengan tujuan membuat barang/jasa lain atau untuk tujuan komersil. 

Konsumen antara ini, dapat dikatakan sebagai pelaku usaha. 

c. Konsumen akhir, yaitu setiap orang yang mendapat dan menggunakan barang 

dan/atau jasa dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadi, keluarga 

atau rumah tangga dan tidak memiliki tujuan komersial.36 

Lebih lanjut, dalam kaitannya dengan istilah konsumen, dikenal juga 

istilah pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat yang merupakan bagian dari 

konsumen dan sering diartikan bersamaan dalam kaitan apapun.37 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
34 Indonesia (2), op.cit., Pasal 1 angka  1. 
 
35 Ibid., Pasal 1 angka 2.  

 
36 Az. Nasution (2), Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, (Jakarta: Diadit 

Media, 2000), hal. 29.  
 

37 Az. Nasution (1), op.cit., hal. 72.  
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a. Pemakai adalah setiap konsumen yang memakai barang atau barang-barang 

yang tidak mengandung listrik atau elektronika, seperti pemakaian sandang, 

pangan, papan dan sebagainya. 

b. Pengguna adalah setiap konsumen yang menggunakan barang atau barang-

barang yang mengundang listrik atau elekttronika, seperti penggunaan radio, 

televisi, komputer dan sebagainya 

c. Pemanfaat dalah setiap konsumen yang memanfaatkan jasa-jasa konsumen, 

seperti jasa kesehatan, jasa transportasi, jasa perbankan dan sebagainya. 

 

2.3.2 Pelaku Usaha 

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UUPK, yang dimaksud dengan pelaku 

usaha adalah sebagai berikut. 

“Setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau 

melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, 

baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”. 

Kelompok pelaku usaha menurut Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia 

(ISEI) dibagi menjadi tiga yang terdiri atas: 

a. Investor yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai 

kepentingan usaha seperti perbankan, usaha leasing dan lain-lain; 

b. Produsen yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau 

jasa dari barang-barang dan/ayau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/ 

penolong dan lain-lain); 

c. Distributor yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan 

barang dan/atau jasa kepada masyarakat seperti pedagang retail, pedagang 

kaki lima, supermarket, toko dan lain-lain.38 

Selanjutnya, pelaku usaha di bidang periklanan menurut Persatuan 

Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, 

yaitu: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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a. Pengiklan, yaitu pelaku usaha yang memesan perancangan/pembuatan iklan 

pada perusahaan/biro iklan tertentu untuk mempromosikan produk hasil 

usahanya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur pada biro 

iklan tersebut; 

b. Perusahaan periklanan, yaitu pelaku usaha periklanan yang menciptakan 

pesan- pesan iklan yang memuat unsur persuasif sesuai dengan informasi 

produk yang diterima dari pengiklan; 

c. Media periklanan, yaitu pelaku usaha yang menyiarkan (melalui media cetak) 

atau menayangkan (melalui media elektronik) iklan-iklan tersebut dengan 

menjaga kesepadanan antara iklan yang disiarkan/ditayangkan mengikuti 

nilai- nilai hukum, sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. 39 

 

2.3.3 Pemerintah 

Pemerintah memiliki peranan yang paling penting dalam upaya 

melindungi konsumen. Dalam hal ini, peranan pemerintah dapat berupa 

pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usaha untuk 

melindungi kepentingan konsumen dan juga melaksanakan fungsi pembinaan dan 

pengawasan. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan hukum 

untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas 

barang dan jasa. Kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya 

apabila dirugikan oleh perilaku usaha penyedia kebutuhan konsumen tersebut. 

Sedangkan pemberdayaan konsumen itu adalah dengan meningkatkan kesadaran, 

kemampuan dan kemandiriannya melindungi diri sendiri sehingga mampu 

mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindari berbagai ekses 

negatif pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa 

kebutuhannya. 

Pemerintah dapat berperan serta dalam upaya melindungi konsumen 

dengan menjalankan fungsi pengawasan terhadap undang-undang yang ada agar 

dapat berjalan efektif. Selain itu, peranan lembaga swadaya masyarakat dan LSM 

juga sangat diperlukan yaitu dalam rangka melindungi kepentingan konsumen dan 

juga pengawasan terhadap pelaku usaha yang beritikad tidak baik. 
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2.4 Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha 

2.4.1 Hak dan Kewajiban Konsumen 

Secara umum sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden 

Amerika Serikat J. F. Kennedy pada President Kennedy’s 1962 Consumer’s Bill 

of Right, terdapat empat hak konsumen yaitu: 

a. Hak untuk memperoleh keamanan (the right to safety); 

b. Hak untuk mendapat informasi (the right to be informed); 

c. Hak untuk memilih (the right to choose); 

d. Hak untuk didengar (the right to be heard).40 

Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-Hak Asasi 

Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, yang oleh 

International Organization of Consumers Union (IOCU) ditambahkan hak dasar 

konsumen lainnya, yaitu: 

a. hak untuk memperoleh kebutuhan hidup (the right to satisfaction of bacis 

needs); 

b. hak untuk memperoleh ganti kerugian (the right to redress); 

c. hak untuk memperoleh pendidikan konsumen (the right to consumer 

education); 

d. hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat (the right to a 

healthy environment).41 

Di samping itu, masyarakat Eropa (Europe Ekonomische 

Gemenschap/EEG) juga menyepakati lima hak dasar konsumen, antara lain: 

a. hak perlindungan kesehatan dan keamanan (recht op bescherming van zijn 

gezendheid van veilingheid); 

b. hak perlindungan kepenteingan ekonomi (recht van bescherming van zijn 

economische belangen); 

c. hak mendapat ganti kerugian (recht op schadevergoeding); 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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d. hak atas penerangan (recht op voorlichting ev vorming); 

e. hak untuk didengar (recht om te worden gehord).42 

Berdasarkan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa No. 39/248 Tahun 

1985 tentang Guidelines for Consumer Protection disebutkan bahwa hakikat 

perlindungan konsumen menyiratkan kepentingan-kepentingan konsumen yang 

meliputi: 

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan 

keamanan; 

2. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen; 

3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan 

kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai dengan kebutuhan 

pribadi; 

4. Pendidikan konsumen; 

5. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif; 

6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya 

yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk 

menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang 

menyangkut kepentingan mereka.43 

Perlindungan konsumen diwujudkan dalam bentuk penghargaan hak-

hak konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 4 UUPK adalah sebagai berikut: 

a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa; 

b. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan 

nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa; 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan; 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak 

sebagaimana mestinya; 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainya.44 

Hak-hak konsumen sebagaimana telah disebut di atas lebih luas 

daripada hak-hak dasar konsumen yang dikemukakan oleh John F. Kennedy. 

Akan tetapi, hak untuk mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, tidak 

dimasukkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena Undang-

Undang Perlindungan Konsumen secara khusus mengecualikan hak-hak yang 

diatur dalam undang- undang di bidang hak-hak atas kekayaan intelektual (HKI) 

dan di bidang pengelolaan lingkungan hidup. 

Selain hak, konsumen juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus 

dipenuhi. Pasal 5 UUPK menetapkan 4 (empat) kewajiban konsumen sebagai 

berikut. 

a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan; 

b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa; 

c. membayar sesuai dengannilai tukar yang disepakati; 

d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut.45 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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2.4.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 

Di samping adanya hak dan kewajiban konsumen, pelaku usaha juga 

memiliki hak dan kewajiban tertentu terhadap konsumen. Hak-hak pelaku usaha 

dalam UUPK diatur dalam Pasal 6, yang menyatakan bahwa hak pelaku usaha 

terdiri atas: 

a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai 

kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 

b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang 

beritikad tidak baik; 

c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian 

hukum sengketa konsumen; 

d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa 

kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan; 

e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya.46 

Sebagai konsekuensi dari adanya hak konsumen, maka pada pelaku 

usaha dibebani kewajiban-kewajiban. Pasal 7 UUPK menyatakan bahwa 

kewajiban dari pelaku usaha, antara lain: 

a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;  

b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, 

perbaikan, dan pemeliharaan;  

c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif;  

d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau 

diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa 

yang berlaku;  

e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba 

barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas 

barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;  
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f. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian atas kerugian akibat 

penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan;  

g. memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang 

dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan 

perjanjian.47 

 

2.5 Tanggung Jawab Pelaku Usaha 

2.5.1 Prinsip-prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha 

Prinsip mengenai tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting 

dalam hukum perlindungan konsumen, karena dalam kasus pelanggaran hak 

konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis pihak yang bertanggung 

jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak yang 

terkait. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum yang dalam 

praktik dibedakan menjadi lima yaitu: 

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on 

fault). 

Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan 

pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang 

dilakukannya sehingga kegagalan penggugat untuk membuktikan adanya 

unsur kegagalan di pihak tergugat dapat berdampak pada gagalnya gugatan. 

Di Indonesia, prinsip ini berlaku dalam hukum pidana dan perdata 

(khususnya Pasal 1365 sampai dengan Pasal 1367 KUH Perdata). Dalam 

Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan 

melawan hukum jika terpenuhi empat unsur pokok, yaitu adanya perbuatan, 

unsur kesalahan, kerugian yang diderita, dan adanya hubungan kausalitas 

antara perbuatan dan kerugian.48 
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2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (presumption of liability). 

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab 

sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Jadi, beban 

pembuktian ada pada si tergugat. Dasar teori Pembalikan Beban Pembuktian 

adalah seseorang dianggap bersalah sampai yang bersangkutan dapat 

membuktikan sebaliknya. Hal ini tentunya bertentangan dengan asas hukum 

praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang lazim dikenal dalam 

hukum. Ketika asas ini diterapkan dalam kasus konsumen maka akan tampak 

bahwa teori ini sangatlah relevan di mana yang berkewajiban untuk 

membuktikan kesalahan ada di pihak pelaku usaha yang digugat.49 

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of 

nonliability). 

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung 

jawab. Prinsip ini hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang 

sangat terbatas. Contoh dari penerapan prinsip ini adalah pada hukum 

pengangkutan, di mana kehilangan atau kerusakan pada bagasi kabin yang 

biasa diawasi oleh si penumpang (konsumen) adalah tanggung jawab dari 

penumpang (konsumen).50 

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability). 

Prinsip tanggung jawab mutlak ini sering diidentikkan dengan prinsip 

tanggung jawab absolut (absolute liability). Namun demikian, ada juga ahli 

yang mengatakan bahwa prinsip tanggung jawab mutlak ini tidak selamanya 

sama dengan prinsip tanggung jawab absolut. Dalam tanggung jawab mutlak, 

kesalahan tidak ditetapkan sebagai faktor yang menentukan, terdapat 

pengecualian-pengecualian yang memungkinkan untuk dibebaskan dari 

tanggung jawab seperti force majeur. Di pihak lain, tanggung jawab absolut 

merupakan prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada 

pengecualiannya. 

Prinsip tanggung jawab mutlak ini, digunakan dalam hukum 
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perlindungan konsumen untuk menjerat pelaku usaha, khususnya produsen 

barang yang memasarkan produknya yang merugikan konsumen. Asas 

tanggung jawab ini dikenal dengan nama product liability. Gugatan product 

liability ini dapat dilakukan berdasarkan tiga hal yaitu: melanggar jaminan, 

ada unsur kelalaian, dan menerapkan tanggung jawab mutlak. Variasi berbeda 

dalam penerapan tanggung jawab mutlak terletak pada risk liability, dimana 

dalam risk liability ini, kewajiban mengganti rugi dibebankan pada pihak 

yang menimbulkan resiko adanya kerugian. Namun, pihak penggugat 

(konsumen) tetap diberi beban pembuktian walau tidak sebesar si tergugat. 

Penggugat hanya perlu membuktikan adanya hubungan kausalitas antara 

perbuatan pelaku usaha dengan kerugian yang diderita, dan selebihnya dapat 

digunakan prinsip strict liability. 51 

5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability). 

Prinsip ini disenangi oleh pelaku usaha untuk dimuat dalam perjanjian 

standar yang dibuatnya. Prinsip tanggung jawab ini sangat merugikan 

konsumen jika ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, misalnya saja 

dalam perjanjian binatu, di mana ditentukan bahwa jika baju rusak karena 

kesalahan petugas, maka konsumen hanya dibatasi ganti kerugiannya sebesar 

sepuluh kali biaya mencuci baju tersebut. Dalam UUPK, pelaku usaha tidak 

boleh secara sepihak menetapkan klausula yang merugikan konsumen, 

termasuk di dalamnya mengenai pembatasan maksimal tanggung jawabnya.52 

 

2.5.2 Tanggung Jawab Pelaku Usaha berdasarkan Undang-Undang No. 

8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen, diatur secara 

khusus di UUPK dalam Bab VI, mulai Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, yaitu: 

1. Mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha yaitu pada Pasal 19, Pasal 20, 

Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27; 

2. Mengatur pembuktian yaitu pada Pasal 22 dan Pasal 28; 
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3. Mengatur penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi 

kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen yaitu Pasal 

23.53  

Dari ke tujuh pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha, 

secara prinsip dapat dibedakan lagi menjadi: 

1.  Pasal-pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian 

yang diderita konsumen, yaitu Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21.  

a. Pasal 19 mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha pabrikan dan/atau 

distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, 

pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 

dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dapat dikatakan 

bahwa substansi Pasal 19 ayat (1) mengatur mengenai tanggung jawab 

pelaku usaha, yang meliputi: tanggung jawab ganti kerugian atas 

kerusakan, tanggung jawab kerugian atas pencemaran, dan tanggung 

jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.54 

b. Pasal 20 mengatur secara khusus mengenai tanggung jawab pelaku usaha 

periklanan. Tanggung jawab pelaku usaha periklanan bertanggung jawab 

atas iklan dan akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut.55 

c. Pasal 21 ayat (1) membebankan importir barang untuk bertanggung 

jawab sebagai mana layaknya pembuat barang yang diimpor, jika 

importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan 

produsen luar negeri. Pasal 21 ayat (2) mewajibkan importir jasa yang 

bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing jika penyediaan jasa 

asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa 

asing.56 

2. Pasal 24 yang mengatur peralihan tanggung jawab dari satu pelaku usaha ke 

pelaku usaha lainnya. Tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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gugatan konsumen, dibebankan sepenuhnya kepada pelaku usaha lain jika 

pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa yang menjual kembali 

kepada konsumen tersebut telah melakukan perubahan atas barang dan/atau 

jasa tersebut.57 

3. Dua pasal lainnya, yaitu Pasal 25 dan Pasal 26 yang berhubungan dengan 

layanan purna jual oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang 

diperdagangkan. Pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab 

sepenuhnya atas jaminan dan/atau garansi yang diberikan, serta penyediaan 

suku cadang atau perbaikan.58 

4. Pasal 27 yang melepaskan pelaku usaha dari tanggung jawab untuk 

memberikan ganti rugi pada konsumen, jika: barang tersebut terbukti 

seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan; cacat 

barang timbul pada kemudian hari; cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan 

mengenai kualifikasi barang; kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen; 

lewatnya jangka waktu penuntutan empat tahun sejak barang dibeli atau 

lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.59 

 

2.6 Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Setiap konsumen yang merasa dirugikan dan hak-haknya telah 

dilanggar oleh pelaku usaha dapat mengajukan gugatan sengketa konsumen. Yang 

dimaksud dengan sengketa konsumen adalah sengketa yang berkenaan dengan 

pelanggaran hak-hak konsumen, yang ruang lingkupnya mencakup semua hukum, 

baik perdata, pidana maupun dalam lingkup administrasi negara.60 Sementara itu, 

Az. Nasution menyatakan bahwa sengketa konsumen adalah sengketa antara 

konsumen dengan pelaku usaha (baik dalam hukum publik atau privat) tentang 
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produk barang tertentu yang dikonsumsi jinsumen dan/atau jasa yang ditawarkan 

produsen/pelaku usaha.61 

Proses beracara pada penyelesaian sengketa konsumen secara khusus 

diatur di dalam UUPK. Namun karena UUPK hanya mengatur beberapa pasal saja 

mengenai ketentuan beracara, maka peraturan hukum acara seperti Herziene 

Indonesische Reglement (KUHAP) tetap berlaku. Masalah penyelesaian sengketa 

dalam UUPK diatur secara khusus dalam Bab X, dimulai dari Pasal 45 sampai 

dengan Pasal 48. 

Pasal 46 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyebutkan 

bahwa gugatan pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: 

a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; 

b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama; 

c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi 

syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran 

dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi 

tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah 

melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;  

d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang 

dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar 

dan/atau korban yang tidak sedikit. 

Pada dasarnya sengketa perlindungan konsumen dapat diselesaikan 

melalui peradilan maupun melalui jalan di luar pengadilan. Pilihan penyelesaian 

sengketa tersebut berdasarkan kesepakatan sukarela diantara kedua belah pihak, 

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 45 ayat (2) UUPK : ”penyelesaian sengketa 

konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan 

pilihan sukarela para pihak yang bersangkutan.” Berdasarkan ketentuan Pasal 47 

dan 48 UUPK, disebutkan bahwa tata cara penyelesaian sengketa konsumen dapat 

diajukan melalui dua cara, yaitu: 

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan, berupa: 

a. Penyelesaian sengketa secara damai, yang dilaksanakan oleh para pihak 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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sendiri, yaitu konsumen dan pelaku usaha/produsen; 

b. Penyelesaian sengketa melalui BPSK, dengan menggunakan mekanisme 

alternative dispute resolution, yaitu konsiliasi, mediasi dan arbitrase. 

2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan. 

Dengan demikian, apabila terjadi sengketa konsumen maka konsumen dapat 

memilih untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau dapat pula 

dengan mengajukan gugatan melalui pengadilan. Peneyelesaian sengketa di 

luar pengadilan tidak dapat menghilangkan tanggung jawab pidana 

sebagaimana yang diatur dalam UUPK.62 

 

2.6.1 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan 

UUPK memberikan alternatif lain yakni penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan melalui pembicaraan antara para pihak, Lembaga Perlindungan 

Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM), Direktorat Perlindungan konsumen, 

serta melalui lembaga yang khusus dibentuk oleh Undang-undang. Lembaga yang 

dimaksud adalah Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK). Pasal 49 ayat 

(1) UUPK mengamanatkan bahwa BPSK dibentuk di daerah Tingkat II untuk 

menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan. 

BPSK mempunyai anggota yang terdiri dari unsur pemerintah, 

konsumen, dan juga pelaku usaha. Setiap unsur tersebut berjumlah sedikitnya tiga 

orang dan sebanyak-banyaknya lima orang. Khusus bagi wakil dari pelaku usaha, 

diambil dari wakil asosiasi pengusaha yang dipilih oleh Departemen Perindustrian 

dan Perdagangan. Susunan anggota sebagaimana disebutkan diatas akan dirubah 

setiap 5 tahun sekali. Tugas dan wewenang BPSK menurut Pasal 52 UUPK 

meliputi: 

a. menyelesaikan sengketa konsumen melalui mediasi; 

b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen; 

c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; 

d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan 

dalam UUPK; 
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e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen 

tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 

f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; 

g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap 

perlindungan konsumen; 

h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang 

dianggap mengetahui pelanggaran terhadap UUPK; 

i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi 

ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen; 

j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain 

guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; 

k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak 

konsumen; 

l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran 

terhadap perlindungan konsumen; 

m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar 

UUPK.  

Terkait dengan upaya penyelesaian sengketa konsumen, terdapat fakta 

yang diharapkan. Pada praktek sehari-hari, hanya sedikit masyarakat yang pernah 

atau terbiasa menyelesaikan sengketa konsumennya melalui lembaga 

perlindungan konsumen. Kebanyakan konsumen di Indonesia lebih memilih 

menyelesaikan sengketa konsumen yang dialaminya langsung kepada pelaku 

usaha yang bersangkutan tanpa perantara lembaga perlindungan konsumen, 

ataupun melalui surat pembaca yang terdapat pada surat kabar. Alasan masyarakat 

mayoritas sebagai konsumen memilih menyelesaikan sengketa konsumennya 

tidak melalui lembaga perlindungan konsumen adalah karena mereka 

menganggap prosedur yang harus dilalui terlalu rumit. Hal ini disebabkan karena 

kurangnya sosialisasi dari pemerintah dan pihak terkait mengenai penyelesaian 

sengketa konsumen tersebut. 
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2.6.2 Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan 

Manakala upaya perdamaian telah gagal mencapai kata sepakat, atau 

para pihak tidak mau lagi menempuh alternatif perdamaian, maka para pihak 

dapat menempuh penyelesaian sengketanya melalui pengadilan. Dengan 

memperhatikan Pasal 48 UUPK, penyelesaian sengketa konsumen melalui 

pengadilan mengacu pada ketentuan tentang peradilan umum yang berlaku. Jadi 

dengan demikian, proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri 

dilakukan seperti halnya mengajukan gugatan sengketa perdata biasa, dengan 

mengajukan tuntutan ganti rugi baik berdasarkan perbuatan melawan hukum, 

gugatan ingkar janji/wanprestasi atau kelalaian dari pelaku usaha/produsen yang 

menimbulkan cedera, kematian atau kerugian bagi konsumen. 

Dalam sengketa konsumen yang berkaitan dengan kasus perdata yang 

kemudian diajukan ke Pengadilan Negeri, Pasal 46 UUPK menjelaskan bahwa 

yang berhak mengajukan gugatan adalah: 

a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan; 

b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama, atau dalam 

pengertian lain adalah Class Action; 

c. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi 

syarat, yaitu yang berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran 

dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi 

tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan 

kegiatannya sesuai dengan anggaran dasarnya; 

d. Pemerintah dan/atau instansi terkait jika barang dan/atau jasa yang 

dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar 

dan/atau korban yang tidak sedikit. Tata cara yang digunakan dalam 

penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan adalah berdasarkan 

Hukum Acara Perdata.63 

Namun demikian dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui 

pengadilan, berlaku asas lex specialis derogat lex generale, yaitu berdasarkan 

ketentuan Pasal 64 UUPK dimana ketentuan hukum yang digunakan adalah 
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Hukum Acara Perdata sepanjang tidak bertentangan dengan UUPK. Apabila 

timbul pertentangan maka yang digunakan adalah ketentuan di dalam UUPK. 

 

2.7 Gugatan Konsumen 

Dasar gugatan untuk menggugat pelaku usaha, terdapat dua dasar 

tuntutan pada kerugian, yaitu: 

1. Berdasarkan Wanprestasi 

Gugatan berdasarkan wanprestasi diajukan apabila gugatan didasarkan atas 

adanya perjanjian antara kedua belah pihak. Gant kerugian yang diperoleh 

karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban 

utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama 

atau kewajiban jaminan/garansi dalam perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi 

ini dapat berupa: 

a. salah satu pihak tidak memenuhi prestasi sama sekali; 

b. salah satu pihak terlambat memenuhi prestasi; 

c. salah satu pihak berprestasi tidak sebagaimana mestinya.64 

Akibat adanya wanprestasi, maka pihak yang wanprestasi harus: 

2. Berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum 

Gugatan perbuatan melawan hukum diajukan apabila gugatan tudak 

didasarkan karena adanya perjanjian antara kedua belah pihak. Gugatan 

didasarkan pada perbuatan melanggar hukum dan tidak perlu didahului oleh 

perjanjian sehinga gugatan dapat dilakukan oleh siapapun pihak yang merasa 

dirugikan. Gugatan ganti kerugian harus memenuhi unsur-unsur sebagai 

berikut: 

a. Adanya suatu perbuatan; 

Unsur perbuatan yang dimaksud dalam pasal 1365 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata mencakup dua pengertian yang terdiri dari 

perbuatan dengan segi positif/aktif dan perbuatan dengan segi 

negatif/pasif Yang dimaksud dengan adanya perbuatan baik adalah baik 

perbuatan aktif maupun perbuatan pasif, yaitu melakukan sesuatu 
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ataupun tidak melakukan sesuatu, misalnya seseorang dapat dimintakan 

ganti rugi karena sengaja membiarkan gedung terbakar tanpa ada usaha 

untuk memadamkannya. 65 

Adapun perbuatan tersebut tidak harus selalu perbuatan positif atau 

perbuatan yang disengaja, tetapi juga kelalaian atau kealpaan yang 

menimbulkan kerugian, misalnya seseorang yang dengan sengaja 

menimbulkan kerugian pada orang lain, seperti melakukan pencurian 

rahasia dagang ornag lain, ataupun karena kelalaian orang tua mengawasi 

anaknya sehingga anaknya terluka/meninggal dunia. 66 

b. Perbuatan tersebut melanggar hukum; 

Untuk dapat dikenai perbuatan melawan hukum, maka perbuatan yang 

dilakukan itu harus bersifat melawan hukum, perbuatan tersebut harus 

bertentangan dengan hukum dimana sejak tahun 1919 diartikan dalam 

arti yang luas, yaitu tidak hanya terbatas pada hukum tertulis saja, yakni 

hukum yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, akan tetapi jug 

ahukum tidak tertulis, yaitu selain melanggar undang-undang juga 

perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dilindungi oleh undang-

undang,perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, 

serta perbuatan yang tidak sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. 

c. Adanya kerugian bagi korban; 

Sebagaimana yang ditentukan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata, yang menyebutkan bahwa pada setiap bentuk perbuatan 

melawan hukum yang menimbulkan suatu kerugian adalah wajib untuk 

mengganti kerugian, namun bentuk ganti rugi atas perbuatan melawan 

hukum tersebut tidak ditentukan secara tegas oleh undang-undang, untuk 

itu para sarjana menganalogikan hal ini dengan menggunakan ketentuan 

ganti rugi yang disebabkan karena ingkar janji, yaitu Pasal 1243-1252 

KUH Perdata67. Kerugian yang dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdata 
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adalah kerugian yang disebabkan oleh perbautan melawan hukum. 

Kerugian tersebut dapat berupa: 

1) Kerugian harta kekayaan, yaitu  berupa uang, yang didalamnya 

mencakup kerugian yang diderita pleh penderita dan keuntungan 

yang dapat diharapkan akan diterima; 

2) Kerugian bersifat idiil atau pada umumnya disebut dengan kerugian 

immaterial, cirinya yaitu tidak berkurangnya harta kekayaan dan 

kerugian tersebut tidak dapat diukur dengan uang, misalnya bisa 

berupa ketakutan, keterkejutan ataupun kehilangan kesenangan 

hidup. 

Penentuan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata 

menunjukkan segi-segi persamaan dengan penentuan ganti kerugian 

karena wanprestasi, tapi juga dalam beberapa hal menunjukkan 

perbedaan. dalam Pasal 1243 KUHPerdata dimuat ketentuan ganti 

kerugian karena wanprestasi. Ketentuan dalam Pasal 1247 dan 1250 

KUHPerdata tidak dapat dipakai untuk diterapkan dalam perbuatan 

melawan hukum karena: 

1) Pasal 1247 KUHPerdata mengenai “pembuatan perikatan”, berarti 

perikatan tersebut lahir dari persetujuan, sedang perbuatan melawan 

hukum tidak merupakan perikatan yang lahir dari persetujuan. 

2) Pasal 1250 KUHPerdatamembebankan pembayaran bunga atas 

penggantian biaya, rugi, dan bunga dalam hal terjadi kelambatan 

pemabayaran sejumlah uang, sedang yang dialami karena perbuatan 

melawan hukum tidak mungkin disebabkan karena tidak 

dilakukannya pemayaran uang tidak tepat waktunya. 68 

Dalam hal suatu perbuatan yang melawan hukum ternyata 

dilakukan tidak hanya oleh satu orang, melainkan oleh beberapa orang, 

maka pertanggungjawaban atas kerugian tersebut terletak pada masing-
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masing pelaku untuk menggantikan kerugian tersebutsecara bersama-

sama atau secara proporsional menurut kerugian yang ditimbulkan oelh 

masing-masing pelaku, bukan secara tanggung ranteng sebagaimana 

ditentukan oleh pasal 1280 Kitab Undnag-Undang Hukum Perdata. 

Dengan demikian apabila suatu perbuatan hukum dilakukan oleh 

beberapa orang, maka korban tidak perlu khawatir mengenai ganti 

kerugian yang akan diterimanya, karena pelaku akan secara bersama-

sama menunaikan tanggung jawabnya.69 

d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian; 

Ajaran kausalitas tidak hanya penting dalam bidang Hukum Pidana tetapi 

juga penting dalam bidang Hukum Perdata.   Pentingnya ajaran 

kausalitas dalanm bidang hukum perdata adalah untuk meneliti adakah 

hubungan kausal (hubungan sebab akibat) antara perbuatan melawan 

hukum dan keruian yang ditimbulkan sehingga pelaku dapat 

dipertanggungjawabkan. Hubungan kausal atau hubungan sebab akibat 

dipakai untuk menentukan apakah ada pertalian antara suatu perbuatan 

hukum dengan kerugian, sehingga orang yang melakukan perbuata 

tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya.  

e. Adanya kesalahan 

Unsur kesalahan (schuld) merupakan unsur penting untuk menentukan 

adanya perbuatan melawan hukum. istilah kesalahan itu sendiri 

mempunyai dua arti, yaitu: 

1. Dalam arti sempit yaitu kesengajaan  

2. Dalam arti luas, yaitu kesenganjaan dan kealpaan 

Dengan mensyaratkan adanya unsur kesalahan dalam Pasal 1365 

KUHPerdata, pembuat undang-undang berkehendak menekankan bahwa 

si pelaku perbuatan melawan hukum hanyalah bertanggung gugat atas 

kerugian yang ditimbulkannya, bilamana perbuatan dari kerugian 

tersebut dapat dipersalahkan padanya.  
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 Adapun perbuatan melawan hukum dengan unsur kesalahan dalam 

arti kelalaian/kealpaan ini lebih menitikberatkan kepada sikap lahiriah 

dan perbuatan yang dilakukan, tanpa terlalu mempertimbangkan apa 

yang ada di dalam pikirannya70, serta menurut Munir Fuady bahwa 

kesalahan juga mengandung suatu unsur berupa tidak adanya suatu 

alasan pembenar atau alasan pemaaf, sehingga tidak semua perbuatan 

dikenai oleh suatu alsan pembenar atau alasan pemaaf. Kesalahan 

mencakup sifat melawan hukum sedangkan untuk kesengajaan adalah 

sudah cukup apabila orang pada waktu ia melakukan perbuatan atau pada 

waktu melalaikan kewajiban sudah mengetahuinya, bahwa akibat yang 

merugikan itu menurut perkiraannya akan atau pasti akan timbul dari 

orang tersebut, tetapi sekalipun ia sudah mengetahuinya masih juga 

melalaikan keharusannya. Pembuat undang-undang menerapkan istilah 

schuld dalam beberapa arti, yakni dalam arti: 

1) Pertanggung jawab si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian, yang 

ditimbulkan karena perbuatan tersebut. 

2) Kealpaan, sebagai lawan kesengajaan. 

3) Sifat melawan hukum. 71 

Selain itu unsur kesalahan sebagai syarat dari adanya perbuatan melawan 

hukum mempunyai beberapa pengertian, yaitu: 

1) Pertanggungjawan si pelaku atas perbuatan dan atas kerugian, yang 

ditimbulkan karen aperbuatan tersebut, yaitu untuk mengganti 

kerugian yang timbul akibat perbuatannya tersebut, yang dapat 

berupa materi maupun immateri. 

2) Kealpaan sebagai lawan kesengajaan, yaitu perbuatan yang 

dilakukan dengan tidak mengindahkan hal-hal yang seharusnya 

dilakukan, termasuk sikap ketidakhati-hatian dan ketidaktelitian 

sehingga menyebabkan kerugian. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
70 Munir Fuady, Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer, cet.2, (Bandung: 

Penerbit PT. Citra Aditya, 2005), hal. 51 
 
71 M.A. Moegni Djojodirjo, op.cit., hal. 67. 
 

Analisis yuridis..., Elizabeth Fransiska Princessi Sidabutar, FH UI, 2012

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



!

 

36 

Universitas Indonesia 

3) Sifat melawan hukum,bahwa kesalahan yang dilakukan merupakan 

perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik yang tertulis 

maupun yang tidak tertulis dan jug abertentangan dengan kewajiban 

hukum pelaku. 72 

Berdasarkan uraian yang telah diberikan oleh pakar di atas 

mengenai unsur kesalahan dalam perbuatan melawan hukum, dapat 

dikatakan bahwa suatu kesalahan  tidak hanya dalam arti kesalahan yang 

disengaja oleh pelaku tetapi juga kesalahan yang terjadi akibat 

kealpaan/kelalaian pelaku, serta bersifat melawan hukum, dimana 

kesalahan tersebut tidak terdapat alasan pemaaf dan/atau pembenar dan 

karenanya yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. 

Berkaitan dengan adanya kesalahan tersebut di dalam menentukan suatu 

perbuatan apakah melawan hukum atau tidak, yurisprudensi maupun 

doktrin berpendapat bahwa hakim harus lebih mengutamakan sisi 

melawan hukumnya dengan tidak mengabaikan unsur kesalahan, 

sehingga dapat dikatakan unsur kesalahan merupakan unsur pendukung 

yang menguatkan unsur melawan hukum. 73 
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Analisis yuridis..., Elizabeth Fransiska Princessi Sidabutar, FH UI, 2012

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



!

 

37 

Universitas Indonesia 

BAB 3 

TINJAUAN UMUM MENGENAI PENYELENGGARAAN 

TELEKOMUNIKASI DI INDONESIA DAN NEGATIVE OPTION 

 

 

3.1 Penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia 

3.1.1 Tujuan dan Asas Penyelenggaraan Telekomunikasi di Indonesia 

Belakangan ini, kemajuan di bidang teknologi telekomunikasi seakan-

akan telah mengubah dunia menjadi bidang yang tanpa batas, dimana segala 

bentuk informasi dapat begitu mudah diperoleh dengan waktu yang sangat 

singkat. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa hampir semua peristiwa 

yang terjadi di satu negara yang dapat diketahui secara cepat oleh berbagai 

kalangan di belahan dunia atau negara-negara lain. Oleh karena itu, seiring 

dengan perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung cepat tersebut 

dan perubahan lingkungan global yang terjadi, maka Pemerintah menerbitkan 

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, yang menggantikan 

Undang-Undang No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi, untuk mengatur 

penyelenggaraan telekomunkasi di Indonesia. 

Dalam rangka membangun penyelenggaraan telekomunikasi yang baik, 

maka terdapat beberapa tujuan dasar yang menjadi landasan, yaitu untuk 

mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan 

kegiatan pemerintahan serta hubungan antar bangsa. 74  Adapun tujuan-tujuan 

tersebut dapat dicapai melalui reformasi telekomunikasi untuk meningkatkan 

kinerja penyelenggaraan telekomunikasi dalam rangka menghadap globalisasi, 

mempersiapkan sektor telekomunkasi memasuk persaingan usaha yang sehat dan 

profesional dengan regulasi yang transparan, serta membuka lebih banyak 

kesempatan berusaha bagi pengusaha kecil dan menengah.75 Penyelenggaraan 

telekomunikasi juga dilaksanakan berdasarkan beberapa asas yang terkandung 
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dalam Pasal 2 Undang-Undang Telekomunikasi sebagai berikut. 

1. Asas manfaat berarti penyelenggaraan telekomunikasi akan lebih berdaya 

guna dan berhasil, baik sebagai infrastruktur pembangunan, sarana 

penyelenggaraan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana perhubungan, 

maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat.76 

2. Asas adil dan merata, artinya adalah penyelenggaraan telekomunikasi 

memberikan kesempatan dan perlakukan yang sama kepada pihak yang 

memenuhi syarat dan hasilnya dinikmati masyarakat secara adil dan merata.77 

3. Asas kepastian hukum, maksudnya adalah pembangunan telekomunikasi 

harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menjamin 

kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi investor, 

penyelenggara telekomunikasi, dan pengguna telekomunikasi.78 

4. Asas kepercayaan pada diri sendiri, maksudnya bahwa penyelenggaraan 

telekomunikasi dilaksanakan dengan memanfaatkan secara maksimal potensi 

sumber daya nasional secara efisien dan penguasaan teknologi 

telekomunikasi.79 

5. Asas kemitraan, yaitu bahwa penyelenggaraan telekomunikasi harus dapat 

mengembangkan iklim yang harmonis, timbal balik dan sinergi.80 

6. Asas keamanan dimaksudkan agar penyelenggaraan telekomunikasi selalu 

memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan, dan 

pengoperasiannya.81 

7. Asas etika, maksudnya agar penyelenggaraan telekomunikasi dilandasi 

semangat profesionalisme, kejujuran, kesusilaan, dan keterbukaan.82 
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Selain memperhatikan asas-asas tersebut, penyelenggaraan 

telekomunikasi juga perlu memperhatikan hal-hal lain seperti kepentingan dan 

keamanan negara, perkembangan teknologi dan tuntutan global, penyelenggaraan 

secara professional dan dapat dipertanggungjawabkan, dan peran serta 

masyarakat.83 

 

3.1.2 Jenis Penyelenggaraan Telekomunikasi 

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka 

Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi memberikan tiga 

pengelompokan terhadap penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia sebagai 

berikut. 

1. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi  

Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi merupakan kegiatan penyediaan 

dan/atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan 

terselenggaranya komunikasi. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi itu 

sendiri, terdiri atas: 

a. Penyelenggaraan jaringan tetap, yang dibedakan menjadi: 

penyelenggaraan jaringan tetap lokal; penyelenggaraan jaringan tetap 

sambungan jarak jauh; penyelenggaraan jaringan tetap internasional; dan 

penyelenggaraan jaringan tetap tertutup.84 

b. Penyelenggaraan jaringan bergerak, yang dibedakan menjadi: 

penyelenggaraan jaringan bergerak terestrial; penyelenggaraan jaringan 

bergerak seluler; dan penyelenggaraan jaringan bergerak satelit.85 Khusus 

bagi penyelenggara jaringan bergerak seluler, dilakukan pembedaan 

antara penyelenggara jaringan bergerak seluler dengan cakupan propinsi 

atau beberapa propinsi, dan dengan cakupan nasional. Penyelenggara 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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jaringan bergerak seluler dengan cakupan propinsi atau beberapa propinsi 

wajib melaksanakan jelajah (roaming) dengan penyelenggara jaringan 

bergerak seluler dengan cakupan propinsi atau beberapa propinsi lainnya, 

yang memiliki sistem dan spektrum frekuensi radio yang sama, dimana 

pelaksanaan roaming tersebut dilaksanakan berdasarkan kerjasama yang 

tertuang dalam perjanjian tertulis dengan penyelenggara jaringan bergerak 

seluler lainnya.86 Selain itu, penyelenggara jaringan bergerak seluler, juga 

diwajibkan untuk membangun atau menyediakan jaringan bergerak 

seluler untuk akses pelanggan, membangun atau menyediakan jaringan 

bergerak seluler yang saling terhubung di daerah cakupannya, dan dapat 

juga menyewakan jaringannya kepada penyelenggara jaringan bergerak 

seluler lainnya. 

2. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi.  

Kelompok atau jenis penyelenggaraan telekomunikasi yang kedua adalah 

penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Adapun yang dimaksudkan dengan 

penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau 

pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya 

telekomunikasi.87 

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi ini kemudian dibedakan menjadi 

penyelenggaran jasa teleponi dasar, penyelenggaraan jasa nilai tambah 

teleponi, dan penyelenggaraan jasa multimedia.88 

a. penyelenggaran jasa teleponi dasar, yaitu penyelenggaraan jasa telepon 

yang menggunakan teknologi circuit-switched yaitu telepon, faksimili, 

teleks, dan telegraf,89 dan diselenggarakan oleh penyelenggara jaringan 

tetap lokal, penyelenggara jaringan bergerak seluler, penyelenggara 

jaringan bergerak satelit dan penyelenggara radio trunking.90 
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90 Ibid., Ps. 14 ayat (1) 

Analisis yuridis..., Elizabeth Fransiska Princessi Sidabutar, FH UI, 2012

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



!

 

41 

Universitas Indonesia 

b. penyelenggaraan jasa nilai tambah teleponi, yaitu penyelenggaraan jasa 

yang menawarkan layanan nilai tambah untuk teleponi dasar antara lain 

jasa teleponi melalui jaringan pintar, kartu panggil (calling card), jasa-

jasa dengan teknologi interaktif voice response dan radio  panggil untuk 

umum.91  

c. penyelenggaraan jasa multimedia, yaitu penyelenggaraan jasa 

 telekomunikasi yang menawarkan layanan berbasis teknologi informasi 

termasuk di dalamnya penyelenggaraan jasa internet teleponi, jasa akses 

internet, dan jasa televisi berbayar.92 

3. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus.  

Jenis penyelenggaraan telekomunikasi yang terakhir adalah penyelenggaraan 

telekomunikasi khusus. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus merupakan 

penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan 

pengoperasiannya khusus, 93 misalnya untuk keperluan metereologi, 

penerbangan, navigasi, pencarian dan pertolongan kecelakaan, komunikasi 

radio antar penduduk.94 

Penyelenggara jaringan dan penyelenggara jasa telekomunikasi tersebut 

di atas, dapat berbentuk badan hukum yang didirikan dengan maksud untuk 

menyelenggarakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi dan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), badan usaha 

swasta, atau Koperasi.95 Sedangkan penyelenggaraan telekomunikasi khusus ini, 

dapat dilakukan baik oleh perseorangan, instansi pemerintah, ataupun badan 

hukum selain penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa 

telekomunikasi.96 
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3.1.3.  Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi 

di Indonesia 

Penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai peranan penting dan 

strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat, serta memperlancar dan 

meningkatkan hubungan antar negara, sehingga harus senantiasa ditingkatkan 

kualitas pelayanannya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

di bidang telekomunikasi, adalah dengan membuat pengaturan yang dapat 

memberikan kejelasan dan ketegasan dalam penyelenggaraan telekomunikasi. 

Oleh karena itu, pada tahun 1999, Pemerintah menerbitkan Undang-undang No. 

36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Di dalam undang-undang ini, diatur hal-

hal yang menjadi kewajiban dari pelaku penyelenggara telekomunikasi. 

Pengaturan mengenai kewajiban ini merupakan upaya dalam memberikan jaminan 

atau payung hukum terhadap perilaku usaha para penyelenggara telekomunikasi 

di Indonesia, termasuk di dalamnya masyarakat pengguna jasa. Adapun 

kewajiban-kewajiban dari penyelenggara telekomunikasi, antara lain: 

1. Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan ganti rugi atas kesalahan 

 dan/atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi yang menimbulkan 

 kerugian.97  

2. Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa 

telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal.98  

3. Penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi wajib 

menyediakan pelayanan telekomunikasi berdasarkan prinsip:  

a. perlakuan yang sama dan pelayanan yang sebaik-baiknya bagi pengguna;   

b. peningkatan efisiensi dalam penyelenggaraan telekomunikasi; dan 

c. pemenuhan standar pelayanan serta standar penyediaan sarana dan 

prasarana.99 

4. Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib mencatat atau merekam secara rinci 
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pemakaian jasa telekomunikasi yang digunakan oleh pengguna 

telekomunikasi.100 

5. Penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menjamin kebebasan 

penggunanya memilih jaringan telekomunikasi lain untuk pemenuhan 

kebutuhan telekomunikasi.101 

6. Penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan prioritas untuk pengiriman, 

penyaluran, dan penyampaian informasi penting yang menyangkut keamanan 

negara, keselamatan jiwa manusia dan harta benda, bencana alam, 

marabahaya, dan atau wabah penyakit.102 

7. Setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi wajib menyediakan 

interkoneksi apabila diminta oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi 

lainnya.103 

8. Penyelenggara telekomunikasi wajib melakukan pengamanan dan 

perlindungan terhadap instalasi dalam jaringan telekomunikasi yang 

digunakan untuk penyelenggaraan telekomunikasi.104 

9. Penyelenggara wajib merahasiakan informasi yang dikirim atau diterima oleh 

pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi dan/atau jasa 

telekomunikasi yang diselenggarakannya.105 

Sementara itu, Undang-Undang Telekomunikasi juga memberikan 

pengaturan tentag hak-hak daripada penyelenggara telekomunikasi maupun 

pengguna telekomunikasi antara lain: 

a. Setiap pengguna telekomunikasi mempunyai hak yang sama untuk 

menggunakan jaringan telekomunikasi dan jasa telekomunikasi 

dengan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.106 
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b. Atas kesalahan dan/atau kelalaian penyelenggara telekomunikasi 

yang menimbulkan kerugian, maka pihak-pihak yang dirugikan 

berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara 

telekomunikasi.107 

c.  Setiap penyelenggara berhak mendapatkan interkoneksi dari 

penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya.108   

Selain hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pelaku 

penyelenggara telekomunikasi, Pemerintah juga memberikan batasan atau 

pengecualian sebagai berikut. 

1. Dalam penyelenggaraan telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan yang 

 dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha 

 tidak sehat di antara penyelenggara telekomunikasi.109 

2. Penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha 

 penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan 

 umum, kesusilaan, keamanan, atau ketertiban umum.110 

3. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau 

 memanipulasi akses ke jaringan telekomunikasi, akses ke jasa 

 telekomunikasi, dan/atau akses ke jaringan telekomunikasi khusus.111 

4. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan 

gangguan fisik dan elektromagnetik terhadap penyelenggaraan 

telekomunikasi.112 

5.  Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang 

disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun.113 
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Dalam mengatur penyelenggaraan telekomunikasi, Pemerintah selain 

menerbitkan Undang-undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, juga 

menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 

Telekomunikasi, sebagai salah satu peraturan pelaksana dari Undang-undang No. 

36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Peraturan Pemerintah tersebut memberi 

penjelasan yang lebih lengkap seputar penyelenggaraan telekomunikasi di 

Indonesia. Di samping itu, Pemerintah juga menerbitkan Keputusan Menteri 

Perhubungan No. 20 Tahun 2001 (yang kemudian telah diubah dengan Keputusan 

Menteri Komunikasi dan Informatika No. 06/P/M.KOMINFO/04/2008). 

Keputusan Menteri ini menjabarkan lebih terperinci mengenai penyelenggaraan 

jaringan telekomunikasi. Di pihak lain, untuk mengatur lebih terperinci mengenai 

penyelenggaraan jasa telekomunikasi, maka diterbitkan Keputusan Menteri 

Perhubungan No. 21 Tahun 2001, yang kemudian diubah dengan Keputusan 

Menteri Perhubungan No. 30 Tahun 2004. 

 

3.2 Tinjauan Umum Mengenai Negative Option 

3.2.1 Pengertian Umum Negative Option 

Istilah Negative Option mengacu pada suatu metode penawaran barang 

dan/atau jasa dimana pelaku usaha menafsirkan kegagalan konsumen untuk 

mengambil tindakan tegas, baik untuk menolak suatu penawaran atau 

membatalkan suatu perjanjian, sebagai suatu bentuk persetujuan untuk 

membebankan biaya atas barang dan/atau jasa kepada konsumen.114  Metode 

penawaran tersebut dapat memberikan manfaat bagi konsumen tetapi juga dapat 

memberikan perangkap. Aspek-aspek yang menjadi permasalahan dalam metode 

tersebut dapat dituangkan dalam tiga kategori luas sebagai berikut. 

1. Kegagalan untuk memberikan informasi yang cukup mengenai persyaratan 

yang ada dalam penawaran tersebut. 

2. Kegagalan untuk mendapatkan persetujuan konsumen sebelum membebankan 

biaya atas barang dan/atau jasa. 
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3. Kegagalan untuk menyediakan sarana untuk membatalkan penawaran 

terhadap konsumen.115 

Pembahasan mengenai metode penawaran tersebut akan disajikan 

dengan kerangka peraturan yang ada di negara lain dalam hal ini adalah Amerika 

Serikat dengan mengkaji peraturan dari Federal Trade Commission (selanjutnya 

disebut dengan FTC). 

 

3.2.2 Sejarah Mengenai Negative Option 

Konsep Negative Option pertama kali dikembangkan oleh Max 

Sackheim dan Harry Scherman yang memulai klub Book-of-the-Month sekitar 

tahun 1920. Gagasan awal dari kedua tokoh tersebut adalah untuk mengirimkan 

buku baru setiap bulannya kepada para anggota klub, yang kemudian dapat 

dikembalikan jika mereka merasa tidak puas dengan pilihan buku dan biaya 

pengembalian akan ditanggung oleh klub tersebut.116 Dalam prosesnya, jumlah 

buku yang dikembalikan dan biaya pengembalian yang harus ditanggung ternyata 

jauh melebihi apa yang diperkirakan sehingga Sackheim dan Scherman mulai 

mengirimkan kartu kepada anggotanya yang memuat mengenai pilihan buku 

secara bulanan. Dengan demikian, para anggota dapat menolak buku yang 

disediakan untuk bulan tersebut dengan cara mengembalikan kartu sebelum buku 

yang ditawarkan dikirimkan, yang kemudian mengurangi tingkat biaya 

pengembalian yang harus ditanggung secara signifikan. 117  Metode tersebut 

bertahan dalam wujud pokoknya dan melahirkan skema club-type untuk menjual 

buku-buku, rekaman musik dan berbagai barang dan/atau jasa lainnya. Perluasan 

baru-baru ini yang melampaui industri-industri tradisional tersebut telah 

meningkatkan jumlah konsumen yang berhadapan dengan penawaran denga 

metode Negative Option; siapapun yang menggunakan jasa telepon, kabel, atau 
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kartu kredit telah menerima sebuah penawaran dengan Negative Option selama 

beberapa tahun silam.118 

Tingkat pemakaian metode Negative Option yang meningkat bertepatan 

dengan munculnya beberapa bentuk baru daripada penawaran dengan Negative 

Option yang sebagian mengundang kontroversi. Sebagai contoh adalah Cable 

Television System Operator, Telecommunications Incorporated (TCI) 

menggunakan Negative Option untuk menawarkan ENCORE, sebuah saluran film 

yang opsional dimana pelanggan secara otomatis didaftarkan untuk memakai 

channel tersebut (serta dibebankan biaya satu dollar per bulan) sebelum kecuali 

mereka menghubungi TCI untuk menolaknya. Banyak konsumen yang 

memberikan keluhan mengenai tindakan TCI sehingga para jaksa dari 22 negara 

bagian membentuk suatu aliansi untuk menghadapinya. Pada suatu pemakaian 

metode Negative Option lainnya yang kontroversial, New York Telephone 

memberikan program call waiting gratis selama sebulan kepada seluruh 

pelanggannya yang kemudian dihentikan karena menuai banyak keluhan. 

Beberapa pelanggan tidak menyadari akan keberadaan promosi tersebut dan 

meyakini bahwa telepon mereka tidak berfungsi dengan baik, memberikan 

keluhan bahwa sinyal yang ada mengganggu transmisi data pada komputer, atau 

merasa keberatan untuk mengganti sinyal sibuk karena seorang penelepon 

mungkin secara tidak sengaja akan berpikir bahwa pihak yang dihubungi sedang 

keluar atau tidak menjawab panggilan. 

 

3.2.3 Jenis Penawaran dengan Negative Option 

Pada sebagian besar transaksi, pelaku usaha melakukan penawaran dan 

konsumen menerima penawaran tersebut melalui pernyataan tegas secara eksplisit 

atau positif. Sebaliknya, dalam suatu penawaran dengan Negative Option, pelaku 

usaha dapat menyimpulkan bahwa konsumen menyetujui penawaran yang 

dilakukan kecuali konsumen secara eksplisit menolak penawaran tersebut. 

Seluruh penawaran dengan Negative Option bersandar pada premis ‘silence as 
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acceptance’ atau ‘berdiam diri sebagai bentuk persetujuan’, tetapi pada dasarnya 

terdapat tiga tipe Negative Option yang digunakan dewasa ini yaitu: 

1. Tipe I119 

 Tipe ini merupakan skema asli Negative Option: hubungan transaksi antara 

pelaku usaha dan konsumen yang didasarkan pada persetujuan secara tegas 

dari konsumen untuk berpartisipasi dalam suatu skema Negative Option. 

Dengan mendaftarkan diri pada skema tersebut, pelaku usaha secara eksplisit 

mengakui bahwa pelaku usaha akan melakukan rangkaian penawaran dengan 

Negative Option melalui sistem prenotifikasi dan akan mengirimkan barang 

dan/atau jasa kecuali konsumen secara spesifik menolak penawaran tersebut. 

Keberhasilan yang terus dialami perusahaan yang menggunakan tipe ini 

mengemukakan bahwa skema-skema tersebut memberikan sesuatu yang 

bernilai bagi konsumen. 

2. Tipe II120 

 Tipe ini merupakan salah satu bentuk terbaru dari Negative Option dimana 

konsep Negative Option pada pokoknya dikombinasikan dengan transaksi 

pilihan positif yang konvensional (positive choice exchange). Pada tipe ini, 

hubungan utama antara pelaku usaha dan konsumen adalah rangkaian 

transaksi pilihan positif, tetapi pelaku usaha juga melakukan penawaran 

dengan Negative Option atas barang dan/atau jasa tambahan kepada 

konsumen. Validitas penawaran tersebut didasarkan pada suatu perjanjian 

yang dipenuhi oleh konsumen, yang biasanya dilakukan ketika hubungan 

transaksi pilihan positif dimulai. Perjanjian tersebut merupakan suatu bentuk 

dari perjanjian baku (adhesion agreement)121 , yang dalam Black’s Law 

Dictionary didefinisikan sebagai penawaran barang dan/atau jasa secara ‘take 

or leave it’ yang mendahului pembeli dalam hal tawar-menawar dengan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
119 Ibid., hal. 228.  
 
120 Ibid.  
 
121 Menurut Black’s Law Dictionary, perjanjian baku (adhesion agreement) merupakan 

bentuk perjanjian baku yang dipersiapkan oleh satu pihak, dengan tujuan ditandatangani oleh 
pihak lain yang berada dalam posisi yang lebih lemah, dalam hal ini biasanya adalah konsumen, 
yang terikat pada perjanjian tersebut dengan pilihan yang sedikit mengenai persyaratan yang 
berlaku 
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pelaku usaha. Dalam konteks Negative Option, suatu perjanjian baku 

mengikat konsumen untuk mematuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku 

daripada penawaran Negative Option lainnya pada masa mendatang. Sebagai 

contoh, seorang penerbit kartu kredit (pelaku usaha) dapat membuat 

pemegang kartu kredit (konsumen) untuk menandatangani perjanjian baku 

ketika kartu ersebut diterbitkan. Aktivitas utama antara penerbit kartu serta 

pemegang kartu adalah penagihan secara periodik serta pembayaran dari 

jumlah yang sudah jatuh tempo, tetapi aktivitas tersebut juga memfasilitasi 

aktivas sekunder melalui penawaran Negative Option untuk menjual barang 

dan/atau jasa tambahan kepada pemegang kartu. 

3.  Tipe III122 

 Tipe ini memiliki baik hubungan transaksi utama yang didasarkan pada 

transaksi pilihan positif maupun aktivitas transaksi sekunder yang melibatkan 

suatu penawaran Negative Option atas barang dan/atau jasa tambahan, seperti 

dalam Tipe II. Namun demikian, pada tipe III ini, tidak ada perjanjian baku 

atau bentuk perjanjian Negative Option lainnya. Sebaliknya, pelaku usaha 

memberitahukan kepada konsumen perihal penawaran yang dilakukan dalam 

lingkup hubungan transaksi pilihan positif tersebut, dan ‘kebisuan’ konsumen 

(atau kegagalan untuk menolak penawaran) ditafsirkan oleh pelaku usaha 

sebagai bentuk persetujuan atas penawaran tersebut. Validitas secara hukum 

dari transaksi Negative Option tipe III ini didasarkan secara pokok pada 

prinsip-prinsip common law perihal niat konsumen untuk terus berdiam diri 

mengenai penawaran yang dilakukan dan beberapa asumsi tertentu mengenai 

kesadaran konsumen akan keberadaan penawaran dengan Negative Option 

tersebut. Oleh karena sifat dasarnya yang bermasalah dalam menentukan niat 

dari ‘kebisuan’ rekan dalam bertransaksi, tidak mengherankan bila banyak 

dari keluhan mengenai Negative Option yang ada  melibatkan skema dengan 

tipe III. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
122 Ibid., hal 229.  

Analisis yuridis..., Elizabeth Fransiska Princessi Sidabutar, FH UI, 2012

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



!

 

50 

Universitas Indonesia 

 
Gambar 1.3 Tipe Skema Penawaran Negative Option 

Sumber: Journal of Public Policy & Marketing, Vol 15, No. 2 (Fall, 1996) 

 

3.2.4 Manfaat Negative Option terhadap Pelaku Usaha dan Konsumen 

Pada dasarnya, Negative Option memberikan manfaat terhadap pelaku 

usaha dengan mengurangi pengeluaran dan meningkatkan pendapatan sehingga 

menghasilkan keuntungan yang lebih. Adapun manfaat tersebut meliputi: 

1. Pelaku usaha dapat menyediakan inventarisasi barang secara efisien. Dengan 

pengiriman barang terhadap konsumen dalam jadwal yang sudah ditetapkan 

terlebih dahulu, pelaku usaha dapat menyediakan persediaan barang yang 

sesuai.123 

2. Pelaku usaha dapat menghindari pengeluaran biaya lebih terkait dengan 

masalah perpanjangan. Dalam skema keberlanjutan, misalnya, pelaku usaha 

tidak harus mengirim pemberitahuan perpanjangan dan memroses tanggapan 

dari konsumen karena konsumen harus secara spesifik menolak barang yang 

dimaksud agar tidak menerimanya lagi.124 
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123 Ibid., hal. 3.  

 
124 Ibid.  
 

228 Negative Option Selling 

tial inefficiencies and raise troubling public policy issues of 
economic equity. In the legal literature, Lamont (1995) dis- 
cusses the contract law problems inherent in some types of 
negative option-based exchange contracts and points out 
several public policy issues as well. What is missing from 
the current literature is a comprehensive examination of 
negative option selling, including a review of the FTC's 
negative option plan rules, which along with contract law, 
are the primary rubric of negative option regulation. The 
FTC's rules are scheduled for administrative review in 
1997, and one of the major thrusts of that review will be to 
assess the adequacy of the current rules to regulate the new 
types of negative option selling (Howerton 1995). Our pur- 
pose is to define the different forms of negative option sell- 
ing and determine what, if any, regulations are needed for 
this unique marketing and selling strategy. In the following 
sections, we describe the different types of negative option 
selling plans and review the economic rationale for negative 
option exchange systems. We then examine the current rules 
and laws regulating negative option plans to determine if 
changes are needed to strike a balance between consumer 
protection and economic efficiency. 

Negative Option Selling 
In most exchanges, a seller makes an offer and a buyer 
accepts that offer through an explicit affirmative or positive 
statement. In marked contrast is negative option selling, in 
which a seller can infer a buyer's acceptance of the offer 
unless the buyer explicitly rejects the offer (Lamont 1995). 
All negative option selling relies on this premise of "silence 
as acceptance," but there are at least three different types of 
negative option selling being used today (see Table 1). 

Type I 
This is the original negative option plan: an ongoing 
exchange relationship between seller and buyer based on the 

buyer's affirmative agreement to participate in a negative 
option plan. By enrolling in these plans, the buyer explicitly 
acknowledges that the seller will make a series of negative 
option offers through a prenotification system and will 
deliver the product unless the buyer specifically declines the 
offer. The continued success of firms using this type of neg- 
ative option plan suggests these plans provide real value to 
subscribers. 

Type II 
This type of negative option selling is one of the newer forms, 
in that it combines conventional positive choice exchange 
with negative option selling. In this type of plan, the primary 
relationship between the buyer and seller is a series of posi- 
tive choice exchanges, but the seller also makes negative 
option offers of additional products to the buyer. The validity 
of these negative option offers is based on an agreement com- 
pleted by the buyer, usually at the time the positive choice 
exchange relationship is initiated. This agreement is a form of 
an adhesion contract, which Black's Law Dictionary (1990) 
defines as a "take or leave it" offer of goods or services that 
preempts the buyer from bargaining with the seller. In a neg- 
ative option selling context, an adhesion contract binds the 
buyer to abide by the terms and conditions of any future neg- 
ative option offers made by the seller. For example, a credit 
card issuer (seller) may have the cardholder (buyer) sign an 
adhesion contract at the time the card is issued. The primary 
activity between the card issuer and cardholder is the periodic 
billing and payment of the balance due, but that activity also 
facilitates the secondary activity of making negative option 
offers to sell additional products to the cardholder. 

Type III 
These negative option exchanges have both a primary 
exchange relationship based on positive choice exchange 
and a secondary exchange activity involving negative option 

Table 1. A Typology of Negative Option Selling Plans 

Characteristics Type I Plan Type II Plan Type III Plan 
1. Basis of Primary Relationship Negative Option Plan Ongoing Positive Option Ongoing Positive Option 

Between Buyer & Seller Exchange Exchange 

2. Basis of Negative Option Negative Option Negative Option Adhesion Ongoing Exchange 
Exchange Relationship Contract/Agreement Contract Relationship 

3. Nature of a Buyer's Silence Based on Contract Silence Based on Contract Silence Acceptance Inferred 
Acceptance of Negative 
Option Transaction 

4. Buyer's Awareness That a High High -+ Low Low 
Seller Uses or Will Use (Declines Over Time) 
Negative Option Selling 
Techniques 

5. Nature of Prenotification Separate Notice Separate or Embedded in Other Separate or Embedded in Other 
Given to Buyers Correspondence Correspondence 

6. Schedule of Negative Option Frequent & Periodic as Stated Variable-Depending on the Unknown-At Discretion of 
Offers From a Seller in Contract Contract Seller 
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3. Pelaku usaha dapat menghemat biaya karena dengan adanya langganan yang 

berkelanjutan, pelaku usaha tidak harus memperbaharui daftar pengiriman 

surat.125 

Manfaat yang dapat diberikan terhadap konsumen melalui metode 

penawaran tersebut mencakup: 

1. Konsumen dapat menikmati kemudahan daripada pengaturan yang dilakukan 

oleh pelaku usaha. Bergantung pada jenis penawaran Negative Option, 

konsumen dapat menerima pengiriman barang dan/atau jasa tanpa ada 

gangguan selama yang diinginkan serta dapat menghindari atau menghadapi 

proses perpanjangan yang lebih sederhana;126 

2. Konsumen dapat mengamati atau memeriksa majalah dan barang-barang 

seperti koleksi sebelum dikenakan biaya atau menyetujui untuk membeli 

barang-barang tersebut;127 

3. Konsumen dapat memperlihatkan minatnya kepada pelaku usaha – seperti 

buku atau musik – dan kesediaan untuk menerima barang-barang lain yang 

berkaitan dengannya;128 

4. Konsumen dapat menerima beberapa manfaat dimuka, seperti hadiah 

perkenalan dan ujicoba, sehingga mendorong adanya partisipasi dalam 

Negative Option tersebut. Pelaku usaha dapat melakukan hal sedemikian rupa 

dikarenakan beberapa konsumen enggan berpartisipasi dalamnya karena 

khawatir menerima penawaran yang pada umumnya akan ditolak, atau 

membayar lebih karena kemampuan pelaku usaha untuk mengenakan biaya 

lebih;129 

5. Konsumen dapat menikmati harga yang lebih rendah dalam hal para pelaku 

usaha mengurangi harga dalam suatu pasar yang kompetitif.130 
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125 Ibid., hal. 3-4.  

 
126 Ibid., hal. 4.  
 
127 Ibid.  
 
128 Ibid. 

 
129 Ibid., hal. 5. 
 
130 Ibid. 
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3.2.5 Potensi Permasalahan yang Dapat Ditimbulkan terhadap 

Konsumen 

Kendati manfaat yang dapat diberikan, metode ini juga dapat 

menimbulkan permasalahan yang potensial terhadap konsumen. Dalam hal ini, 

konsumen memiliki posisi yang lemah dalam penawaran tersebut karena tindakan 

untuk berdiam diri dianggap sebagai bentuk persetujuan atas penawaran yang 

dilakukan dan konsumen harus mengambil langkah untuk menolak barang 

dan/atau jasa di kemudian hari.131 Posisi yang lemah disertai dengan kenyataan 

bahwa pelaku usaha dapat membebankan biaya atas barang dan/atau jasa melalui 

metode ini, mengakibatkan konsumen rentan terhadap penawaran oportunistik 

dengan harga yang sangat mahal atau dengan syarat dan ketentuan yang kurang 

lengkap. Untuk mengimbangi penawaran Negative Option yang disertai harga 

yang mahal atau dengan syarat yang kurang lengkap, konsumen yang cukup 

cerdas mungkin akan meminta manfaat dimuka seperti hadiah perkenalan atau 

penwaran untuk ujicoba, sedangkan pelaku usaha akan berusaha untuk 

memanfaatkan kondisi jika konsumen kurang cerdas.132 

 

3.2.6 Informasi mengenai Penawaran Negative Option yang Jelas dan 

Kentara 

Suatu penawaran dengan metode Negative Option harus memuat 

informasi yang jelas dan kentara. Berikut akan dibahas mengenai pentingnya 

penyediaan informasi serta permasalahan yang timbul dalam penyediaannya. 

a. Pentingnya Penyediaan Informasi mengenai Negative Option. 

Informasi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penawaran atas 

barang dan/atau jasa dalam Negative Option. Suatu informasi yang efektif 

harus dapat memberikan gambaran kepada konsumen mengenai natur 

daripada pembelian yang dilakukan dan bahwa suatu transaksi sedang 

berjalan. Apabila konsumen tidak melihat atau membaca informasi yang 
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sudah disediakan, mereka tidak dapat memberikan persetujuan terhadap 

penwaran tersebut. Tanpa suatu persetujuan, penerimaan yang dilakukan oleh 

konsumen tidak berlaku. Dalam konteks Negative Option, informasi yang 

disediakan tersebut harus dapat menerangkan keberadaan dan syarat daripada 

transaksi tersebut serta hubungan yang berlangsung dengan pelaku usaha.133 

  Jika konsumen merasa terlibat dalam skema Negative Option tanpa 

persetujuan dan ternyata dikenakan biaya yang tidak diinginkan, mereka akan 

cenderung berhenti membeli dari pelaku usaha tersebut. Hilangnya 

kepercayaan konsumen yang cukup signifikan seharusnya daat memotiasi 

pelaku usaha untuk memastikan bahwa konsumen memahami syarat dan 

ketentuan yang ada dan menyetujuinya.134 

 

b. Permasalahan dalam Penyediaan Informasi mengenai Negative Option 

Seraya penawaran Negative Option  memberikan manfaat dan kemudahan 

yang cukup signifikan, beberapa jenis dari penawaran tersebut rentan 

terhadap permasalahan dalam penyediaan informasi. Permasalahan yang ada 

timbul ketika pelaku usaha gagal untuk memberitahukan keberadaan dari 

penawaran tersebut karena pelaku usaha mungkin berbagi informasi tentang 

konsumen yang bersangkutan kepada pelaku usaha lain sehingga berakibat 

pada pengiriman barang dan/atau jasa yang tidak diinginkan dan pembebanan 

biaya atasnya oleh pelaku usaha lain.135 

 

3.2.7 Prinsip Penawaran untuk Negative Option 

Berdasarkan beberapa kasus yang sudah ditangani, Federal Trade 

Commission mengembangkan lima prinsip sebagai pedoman dalam melakukan 

penawaran dengan metode Negative Option. Prinsip-prinsip tersebut mencakup 

beberapa hal sebagai berikut. 
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133 Ibid., hal. 12. 
 
134 Ibid., hal. 13.  
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1. Pelaku usaha harus menyediakan informasi mengenai persyaratan yang 

diperlukan secara jelas. 

Untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, para pelaku 

usaha yang menggunakan metode Negative Option harus menyediakan 

informasi sekurang-kurangnya mengenai beberapa hal yaitu: 

a. keberadaan penawaran dengan metode Negative Option; 

b. keseluruhan biaya dari penawaran; 

c. pengalihan informasi biaya tagihan kepada pihak ketiga; 

d. cara untuk membatalkan penawaran. 

Lebih lanjut, untuk membuat informasi yang disediakan dapat dipahami oleh 

konsumen, pelaku usaha harus menghindari penyediaan informasi yang tidak 

jelas dan tidak perlu serta menghindari penyediaan informasi yang tidak 

konsisten untuk jenis penawaran yang sama. 136 

2. Pelaku usaha harus menyajikan informasi secara jelas dan kentara. 

Sesuai dengan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang ada, maka 

para pelaku usaha harus sekurang-kurangnya melakukan hal berikut. 

a. Menempatkan informasi pada situs di tempat yang mudah dilihat oleh 

konsumen. 

b. Memberikan label pada informasi yang disediakan untuk menunjukkan 

pentingnya dan relevansi dari informasi tersebut. Label seperti “syarat 

dan ketentuan” atau “tekan disini untuk melihat bagaimana cara kerja 

penawaran ini” tidak cukup  menyampaikan kepada konsumen bahwa 

pernyataan tersebut menggambarkan adanya suatu penawaran Negative 

Option. 

c. Menggunakan teks dalam ukuran dan warna yang memberikan 

kemudahan untuk dicari dan dibaca.137 

3. Pelaku usaha harus menyediakan informasi mengenai persyaratan penawaran 

tersebut sebelum membebankan biaya atas barang dan/atau jasa yang 

bersangkutan. 
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Sebelum konsumen memberikan persetujuan terhadap pembelian tersebut, 

pelaku usaha harus memastikan bahwa konsumen benar-benar memahami 

persyaratan yang ada mengenai penawaran tersebut.138 

4. Pelaku usaha harus mendapatkan persetujuan atas penawaran tersebut dari 

konsumen. 

Dalam hal ini, pelaku usaha wajib meminta kepada konsumen untuk 

mengambil tindakan yang tegas, apakah konsumen tersebut memberikan 

persetujuan atau tidak.139 

5. Pelaku usaha dilarang untuk menghalangi pelaksanaan prosedur pembatalan 

yang dilakukan secara efektif. 

Permintaan untuk pembatalan oleh konsumen dan proses pelaksanaannya 

harus dihargai pelaku usaha yang bersangkutan. Dalam 

mengimplementasikan prosedur pembatalan yang efektif, pelaku usaha tidak 

diperkenankan, di antara beberapa hal lain, untuk: menghindari konsumen 

yang menghubungi untuk membatalkan, membuat mereka menunggu untuk 

waktu yang tidak ditentukan, memberikan informasi yang salah tentang cara 

untuk membatalkan, atau salah menggambarkan alasan-alasan penundaan 

dalam pemrosesan permintaan konsumen untuk membatalkan.140  
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BAB 4 

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN  

JASA TELEKOMUNIKASI TERHADAP METODE PENAWARAN 

NEGATIVE OPTION (Studi Kasus David M. L. Tobing Melawan PT. 

Telekomunikasi Seluler) 

 

 

4.1 Kasus Posisi 

Kasus ini merupakan sengketa konsumen yang terjadi antara David M. 

L. Tobing dengan PT. Telekomunikasi Seluler (selanjutnya disebut dengan 

Telkomsel) sebagai pelaku usaha. Sengketa tersebut terjadi akibat adanya suatu 

metode penawaran barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha yang 

bergerak di bidang penyelenggaraan jasa telekomunikasi tersebut kepada 

pelanggan sehingga terjadi  pembebanan secara sepihak atas biaya penggunaan 

fitu berbayar jasa telekomunikasi tanpa pemberitahuan dan persetujuan dari 

pelanggan. 

 Sebelumnya, David M. L. Tobing  merupakan pelanggan layanan pasca 

bayar Telkomsel yang disebut dengan kartuHALO sejak tahun 2002. Memasuki 

tahun 2009, David M. L. Tobing berlangganan fasilitas layanan Blackberry Full 

Service yang di dalamnya telah disediakan fasilitas yang sejenis dengan fasilitas 

layanan Opera Mini. Dengan menggunakan fasilitas layanan Blackberry Full 

Service, pelanggan dapat menggunakan layanan BBM, Facebook, Twitter, 

Browsing, Push Email dan berbagai layanan Blackberry lain sepuasnya sehingga 

pelanggan tidak memerlukan layanan tambahan Opera Mini. 
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Gambar 1.4 Pilihan paket Blackberry Internet Service Telkomsel 

Sumber: http://www.telkomsel.com/bis 

 
Pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2011, David M. L. Tobing menerima Short 

Message Service (SMS) dari Telkomsel yang berisi: 

“Terima kasih anda berlangganan Opera Mini Rp. 10.000/7hari. 

Syarat/ketentuan berlaku hub *363#. Untuk stop ketik OP OFF ke 3636. 

Download klik http://mini.opera.com” 

Selanjutnya, pada bulan Agustus 2011, Telkomsel mengirimkan informasi biaya 

tagihan penggunaan kartuHALO yang digunakan oleh David M. L. Tobing untuk 

periode pembayaran tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan 20 Agustus 2011, 

yang antara lain berisi rincian penggunaan biaya untuk fasilitas Opera Mini 

sebagai berikut: 

 

Tanggal Lokasi Percakapan Nomor Tujuan Durasi Biaya 

16/07/2011 Vas Opera Mobile Opera 10k 1 Rp. 10.000,00 

23/07/2011 Vas Opera Mobile Opera 10k 1 Rp. 10.000,00 

30/07/2011 Vas Opera Mobile Opera 10k 1 Rp. 10.000,00 

Gambar 2.4 Informasi Biaya Penggunaan kartuHALO periode 10 Agustus 2011-20 Agustus 2011 

Sumber: Detail kartuHALO Billing Statement David M. L. Tobing 

 

Pada bulan September 2011, Telkomsel kembali mengirimkan informasi biaya 

tagihan penggunaan kartuHALO yang digunakan oleh pelanggan tersebut untuk 

perode pembayaran tanggal 10 September 2011 sampai dengan 20 September 

2011, yang antara lain berisi rincian penggunaan biaya untuk fasilitas Opera Mini 

sebagai berikut: 

 

Tanggal Lokasi Percakapan Nomor Tujuan Durasi Biaya 

06/08/2011 Vas Opera Mobile Opera 10k 1 Rp. 10.000,00 

13/08/2011 Vas Opera Mobile Opera 10k 1 Rp. 10.000,00 

20/08/2011 Vas Opera Mobile Opera 10k 1 Rp. 10.000,00 
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27/08/2011 Vas Opera  Mobile Opera 10k 1 Rp. 10.000,00 

03/09/2011 Vas Opera Mobile Opera 10k 1 Rp. 10.000,00 

Gambar 3.4 Informasi Biaya Penggunaan kartuHALO periode 10 September 2011-20 September 

2011 

Sumber: Detail kartuHALO Billing Statement David M. L. Tobing 

 

David M. L. Tobing pun kemudian masih menerima SMS pada hari Sabtu tanggal 

10 September 2011 yang berisi: 

“Layanan Opera Mini anda telah diperpanjang. Nikmati GRATIS Internet 

untuk pemakaian OperaMini selama 7 hari. Untuk stop ketik OP OFF ke 

3636. Bantuan hubungi *363#” 

sehingga dengan diterimanya SMS tersebut, Telkomsel kembali mengenakan 

biaya Rp. 10.000,- kepada pelanggan. 

Pada dasarnya, aktivasi paket data fasilitas Opera Mini dilakukan melalui 

permintaan aktivasi oleh pelanggan kepada Telkomsel melalui *363# atau dengan 

mengirimkan SMS. Namun demikian, pelanggan harus terlebih dahulu melakukan 

pengunduhan Opera Mini tersebut melalui situs resmi.  

 
Gambar 4.4 Syarat dan Ketentuan Layanan Tambahan Opera Mini 

Sumber: http://www.telkomsel.com/operamini 
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Gambar 5.4 Cara Aktivasi Paket Opera Mini 

Sumber: http://www.telkomsel.com/operamini 

 

 Untuk menanggapi keluhan yang diberikan oleh David M. L. Tobing, 

Telkomsel menyatakan bahwa pelanggan melakukan dua kali permintaan aktivasi 

paket Unlimited Blackberry Roaming (UBR) melalui nomor akses *266# yaitu 

pada tanggal 16 Juli 2011 dalam waktu yang berbeda. Pengaktifan pake UBR 

bertujuan agar pelanggan dapat menikmati akses Blackberry dengan tarif yang 

terjangkau ketika berada di luar negeri. Sistem komputer Telkomsel mengaktivasi 

paket UBR tersebut (permintaan pertama) dan mengirimkan pemberitahuan 

aktivasi melalui SMS yang berisi: 

“Paket Unlimited BB Roaming 1 hari sudah aktif, beralku di Sing Tel, Chn 

Unicorn, dll (lihat list Negara & opr di *266#) s/d 16/07/2011 pukul 23.59 

WIB.” 

Setelah aktivasi tersebut, sistem komputer Telkomsel menerima kembali 

permintaan aktivasi paket UBR melalui nomor akses *266# (permintaan kedua). 

Oleh karena paket UBR yang pertama masih aktif, maka sistem komputer 

Telkomsel membaca permintaan kedua tersebut sebagai permintaan aktivasi 

Opera Mini dan langsung mengirimkan pemberitahuan melalui SMS. 

 Telkomsel menyatakan bahwa pada dasarnya David M. L Tobing dapat 

dengan mudah dan sederhana menghentikan sendiri layanan tambahan Opera 

Mini apabila tidak menghendaki layanan tersebut, yaitu dengan cara  mengetik 

‘OP OFF’ yang kemudian dikirimkan ke nomor akses 3636 tanpa dikenakan biaya 

apapun. Lebih lanjut, pelanggan juga telah menghubungi customer service 

Telkomsel untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan aplikasi Opera Mini 

Analisis yuridis..., Elizabeth Fransiska Princessi Sidabutar, FH UI, 2012

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



!

 

60 

Universitas Indonesia 

dimana pihak customer service telah memberikan informasi cara menghentikan 

layanan tersebut. Namun demikian, ia tidak menghentikan sendiri dan meminta 

pembatalan layanan tersebut kepada pihak Telkomsel. 

 

4.2 Analisis Pelanggaran Hukum yang Dilakukan oleh PT. 

Telekomunikasi Seluler selaku Pelaku Usaha 

4.2.1 Analisis Unsur Negative Option yang Dilakukan oleh PT. 

Telekomunikasi Seluler 

Untuk dapat dikategorikan sebagai Negative Option, maka suatu 

penawaran harus memenuhi tiga kriteria sebagai berikut. 

1. Kegagalan untuk memberikan informasi yang cukup mengenai persyaratan 

yang ada dalam penawaran tersebut. 

Berdasarkan pedoman pelaksanaan penawaran Negative Option yang 

digariskan oleh FTC, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menyediakan 

informasi mengenai persyaratan yang diperlukan secara jelas dan mudah 

dipahami oleh konsumen. Informasi tersebut sekurang-kurangnya mencakup 

perihal keberadaan penawaran dengan metode tersebut, keseluruhan biaya, 

pengalihan informasi biaya tagihan kepada pihak ketiga serta cara untuk 

membatalkan penawaran. 

Pada kasus tersebut di atas, Telkomsel mengirimkan pemberitahuan 

mengenai fitur berbayar Opera Mini kepada David M. L. Tobing melalui 

Short Message Service (SMS) yang berisi: 

“Terima kasih anda berlangganan Opera Mini Rp. 10.000/7hari. 

Syarat/ketentuan berlaku hub *363#. Untuk stop ketik OP OFF ke 

3636. Download klik http://mini.opera.com” 

 

Dalam hal ini, Telkomsel memang menyediakan informasi mengenai fitur 

Opera Mini sebagai berikut.  

a. “Download klik http://mini.opera.com.” menunjukkan keberadaan fitur 

Opera Mini yang dapat diunduh melalui situs yang tertera. 

b. “...Rp10.000/7hari.” menunjukkan informasi mengenai keseluruhan biaya 

yang ditanggung oleh konsumen. 
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c. “Untuk stop ketik OP OFF ke 3636.” menunjukkan informasi mengenai 

cara untuk membatalkan penawaran. 

Namun demikian, dari Short Message Sevice (SMS) di atas dapat 

dilihat bahwa informasi tersebut bukan lagi merupakan penawaran mengenai 

fitur melainkan pemberitahuan bahwa konsumen tersebut telah berlangganan 

sehingga pada dasarnya konsumen tidak memiliki kesempatan untuk 

memberikan persetujuan atau tidak dan secara otomatis telah dibebankan 

biaya.  

 

2. Kegagalan untuk mendapatkan persetujuan konsumen sebelum membebankan 

biaya atas barang dan/atau jasa. 

Pelaku usaha harus menyediakan informasi mengenai persyaratan penawaran 

tersebut sebelum membebankan biaya atas barang dan/atau jasa yang 

bersangkutan. Lebih lanjut, sebelum konsumen memberikan persetujuan, 

pelaku usaha harus memastikan bahwa konsumen benar-benar memahami 

persyaratan yang ada mengenai penawaran tersebut. Dalam hal ini, pelaku 

usaha wajib meminta kepada konsumen untuk mengambil tindakan yang 

tegas, apakah konsumen memberikan persetujuan atau tidak. 

a. “Syarat/ketentuan berlaku hub *363#.” menunjukkan bahwa terdapat 

suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh konsumen pada saat 

berlangganan. 

Namun demikian,  informasi persyaratan melalui ‘*363#’ tidak konsisten 

dengan informasi persyaratan yang disediakan di situs resmi Telkomsel. 

Melalui situs resmi tersebut, persyaratan yang ada berupa: 

“1. Layanan ini dapat dinikmati oleh pelanggan SimPATI dan 

kartu AS. 

2. Layanan ini hanya berlaku untuk aplikasi Opera Mini resmi 

yang dapat diunduh di http://m.opera.com. 

3. Aplikasi WhatsApp resmi dapat diunduh di 

http://www.whatsapp.com/download. 

4. Untuk mendapatkan akses unlimited, pelanggan wajib membeli 

paket yang tersedia. 
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5. Layanan ini tidak berlaku pada saat international roaming. 

6. Pelanggan akan dikenakan charge Rp. 5,- ketika memulai sesi 

baru mengakses internet melalui aplikasi Opera Mini maupun 

Whatsapp” 

 

 Sedangkan yang melalui ‘*363#’, terdapat persyaratan berupa: 

“1. Info: Dapatkan akses internet dan chatting cepat, praktis dan 

tanpa batas dengan paket data Opera Mini dan WhatsApp. 

2. Info Umum : Gratis Internet hanya untuk pemakaian dengan 

aplikasi Opera Mini, Whatsapp dan LINE. 

3. Ketentuan: Tidak berlaku untuk video streaming, roaming 

internasional, sebagai modem, dan download file lebih dari 15MB. 

4. Pemakaian wajar: Pemakaian wajar hingga 3MB (Harian), 

19MB (Mingguan), dan 80 (MB) Bulanan, selebihnya kecepatan 

menjadi 16Kbps. 

5. Berlangganan: Paket akan otomatis dihentikan pada akhir 

periode paket.” 

 

Dari persyaratan yang tertera pada situs resmi Telkomsel, dinyatakan 

bahwa Opera Mini hanya dapat diunduh melalui situs resmi Opera Mini. 

Penggunaan fitur tersebut kemudian didukung dengan pembelian paket 

yang tidak berlaku pada saat international roaming. Dalam hal ini, David 

M. L. Tobing tidak pernah melakukan pengunduhan juga pembelian paket. 

Pada saat itu, ia sedang berada di luar negeri sehingga seharusnya segala 

sesuatu yang berhubungan dengan proses aktivasi Opera Mini tidak dapat 

dilangsungkan. Penyediaan informasi mengenai persyaratan seharusnya 

konsisten baik itu melalui media internet maupun nomor ekstensi. Adanya 

inkonsistensi informasi dalam kedua media dapat menghambat 

pemahaman konsumen atas penawaran yang ada. 

  

b.  “Terima kasih anda berlangganan Opera Mini Rp. 10.000/7hari.” 

menunjukkan bahwa konsumen telah dibebankan biaya atas fitur Opera 
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Mini. Yang menjadi permasalahan adalah bahwa pada kasus ini, David 

M. L. Tobing tidak menerima penawaran dari Telkomsel sehingga ia tidak 

memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan apakah fitur tersebut 

akan memberikan manfaat atau tidak untuknya. Dengan demikian, 

konsumen pun tidak pernah diberikan opsi untuk mengambil tindakan 

yang tegas, baik untuk memberikan persetujuan atau tidak. 

Berlakunya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian 

Indonesia dapat disimpulkan dari Pasal 1329KUHPerdata yang 

menentukan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali 

jika ditentukan lain oleh undang-undang. KUHPerdata tidak memuat 

ketentuan yang mengharuskan maupun melarang untuk tidak 

mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Berlakunya asas konsensualisme 

memantapkan adanya kebebasan berkontrak tersebut dimana perjanjian 

pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya 

kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian 

antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak. 

Tanpa adanya kesepakatan dari salah satu pihak yang membuat perjanjian 

maka perjanjian yang dibuat menjadi tidak sah. Orang tidak dapat dipaksa 

untuk memberikan kesepakatan. Adanya paksaan menunjukkan tidak 

adanya kata sepakat. Atas dasar tersebut, maka konsumen tidak boleh 

digiring menuju suatu kesepakatan dengan pembebanan biaya terlebih 

dahulu karena dapat dikategorikan sebagai suatu paksaan. 

 

3. Kegagalan untuk menyediakan sarana untuk membatalkan penawaran 

terhadap konsumen. 

Pelaku usaha dilarang untuk menghalangi pelaksanaan prosedur pembatalan 

yang dilakukan secara efektif. Permintaan untuk pembatalan oleh konsumen 

dan proses pelaksanaannya harus dihargai pelaku usaha yang bersangkutan. 

Setelah mendapatkan pemberitahuan berlangganan, David M. L. Tobing 

kembali menerima pemberitahuan perpanjangan masa langganan yang berisi: 
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“Layanan Opera Mini anda telah diperpanjang. Nikmati GRATIS 

Internet untuk pemakaian OperaMini selama 7 hari. Untuk stop ketik 

OP OFF ke 3636. Bantuan hubungi *363#” 

 

Telkomsel melakukan perpanjangan fitur secara otomatis padahal 

ketika David M. L. Tobing mengetahui bahwa ia telah berlangganan Opera 

Mini, ia segera menghubungi customer service untuk meminta penghentian. 

Namun demikian, konsumen tersebut diberikan pilihan untuk menghentikan 

sendiri dan mengurus ke kantor pusat sedangkan pembebanan biaya tetap 

dilanjutkan dari tanggal 16 Juli 2011 sampai dengan 10 September 2011. 

Sebenarnya pelaku usaha dapat secara mudah dan sederhana menghentikan 

sendiri fitur Opera Mini tanpa harus dilakukan oleh konsumen karena pada 

dasarnya mereka memiliki kewajiban untuk menghindari konsumen yang 

menghubungi untuk membatalkan, membuat mereka menunggu untuk waktu 

yang tidak ditentukan, memberikan informasi yang salah tentang cara untuk 

membatalkan, atau salah menggambarkan alasan-alasan penundaan dalam 

pemrosesan permintaan konsumen untuk membatalkan. 

 

4.2.2 Pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen 

Berbagai pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha, tentunya membawa 

dampak buruk terhadap masyarakat konsumen, tak terkecuali praktik penawaran 

dengan metode negative option yang dilakukan oleh Telkomsel. Pelaku usaha 

tersebut tidak hanya melanggar Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen, tetapi juga telah melanggar Undang-Undang No. 36 

Tahun 1999 tentang Telekomunikasi berserta peraturan pelaksanaannya. 

Hak dan kewajiban konsumen dalam penyelenggaraan jasa 

telekomunikasi baik dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi maupun dalam peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara rinci 

sehingga konsumen berpedoman pada hak dan kewajiban yang diatur dalam 

Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak 

konsumen dalam UUPK diatur dalam Pasal 4 dan juga Pasal 7 yang mengatur 
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mengenai kewajiban pelaku usaha, karena kewajiban pelaku usaha dapat dilihat 

pula sebagai hak konsumen. Hak konsumen yang tercantum pada Pasal 4, pada 

intinya adalah setiap konsumen memiliki hak untuk memperoleh pelayanan yang 

baik dan membayar harga yang wajar atas barang dan/atau jasa yang digunakan. 

Pasal 4 UUPK menetapkan bahwa konsumen memiliki hak-hak sebagai berikut: 

a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa; 

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau 

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan; 

c. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi an jaminan 

barang dan/atau jasa; 

d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan; 

e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut; 

f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 

g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila 

barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atai tidak 

sebagaimana mestinya; 

i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. 

 

Adapun analisis pemenuhan pelanggaran unsur pada Pasal 4 meliputi: 

a. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan 

barang dan/atau jasa; 

Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, pelaku usaha wajib memberikan 

informasi secara jelas mengenai barang dan/atau jasa yang ditawarkan, seperti 

keberadaan penawaran yang dilakukan dengan metode Negative Option, 

keseluruhan biaya dari penawaran, pengalihan informasi biaya tagihan 

kepada pihak ketiga serta cara untuk membatalkan penawaran. Penyediaan 
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informasi tersebut harus dapat memberikan keterangan mengenai keberadaan 

dan syarat daripada penawaran tersebut serta hubungan yang berlangsung 

dengan pelaku usaha sehingga ada kepastian bahwa konsumen benar-benar 

memahami persyaratan yang ada serta. Langkah-langkah tersebut bertujuan 

untuk memudahkan konsumen untuk mengambil tindakan yang tegas dalam 

menanggapi penawaran yang dilakukan, apakah konsumen tersebut 

memberikan persetujuan atau tidak sehingga pelaku usaha memiliki akses 

untuk membebankan biaya atas penawaran barang dan/atau jasa tersebut 

kepada konsumen atau tidak. 

Dalam hal ini, pihak Telkomsel seringkali tidak memberikan informasi 

yang benar, jelas dan jujur pada pelanggannya mengenai jasa yang diberikan. 

Tanpa ada pemaparan informasi yang jelas mengenai layanan Opera Mini 

serta tindakan tegas dari konsumen untuk memberikan persetujuan atas 

penawaran tersebut, pihak Telkomsel secara otomatis membebankan biaya 

kepada konsumen juga memperpanjang periode pemanfaatan jasa tersebut. 

Oleh karena itu, pihak Telkomsel telah melakukan pelanggaran terhadap 

Pasal 4 huruf (c) UUPK mengenai hak konsumen atas informasi. 

 

b. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan; 

Dalam penyelenggaraan telekomunikasi, hak ini dapat berupa pertanyaan 

tentang berbagai hal yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang 

ditawarkan oleh pelaku usaha, atau dapat berupa pengaduan atas adanya 

kerugian yang telah dialami akibat penawaran yang telah dilakukan. Terdapat 

tiga instrumen yang dapat digunakan untuk mengakomodir hak konsumen 

untuk didengar pendapat dan keluhannya, di antaranya, pertama melalui 

aturan hukum tertentu dalam bentuk hearing secara terbuka. Kedua melalui 

pembentukan organisasi konsumen swadaya masyarakat dengan atau tanpa 

dukungan pemerintah. Ketiga, melalui pembentukan instansi perlindungan 

konsumen pemerintah atau semi pemerintah.141 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Pada kasus di atas, David M. L. Tobing sudah berulang kali memberikan 

pengaduan dan keluhan kepada customer service Telkomsel bahwa ia tidak 

pernah melakukan permohonan untuk memakai layanan Opera Mini karena 

pada dasarnya ia sudah memiliki fasilitas untuk mengakses internet melalui 

paket Blackberry Full Services.  Namun demikian, keluhan tersebut tidak 

ditanggapi oleh pihak Telkomsel karena mereka tetap membebankan biaya 

perpanjangan dan hanya akan diberhentikan dengan syarat konsumen yang 

bersangkutan harus hadir ke outlet Telkomsel dan melakukan permintaan 

pemberhentian jasa sendiri. Kewajiban pelaku usaha tidak hanya berhenti 

pada sekedar menerima pengaduan dan keluhan dari konsumen, tetapi juga 

menindaklanjutinya. David M. L Tobing tidak melakukan yang sesuai dengan 

penjelasan customer service karena pada dasarnya konsumen tidak memiliki 

kewajiban untuk memberhentikan layanan tersebut jika pada awalnya 

memang tidak ada permintaan. Lebih lanjut, jika ia melakukan permohonan 

pemberhentian, maka akan menunjukkan bahwa pada awalnya ia memang 

menyetujui penawaran jasa tersebut. Oleh karena itu, pihak Telkomsel telah 

melakukan pelanggaran terhadap Pasal 4 huruf (d) UUPK mengenai hak 

konsumen untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa 

yang digunakan. 

 

c. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif; 

Pada Pasal 4 huruf (g) UUPK dinyatakan bahwa konsumen mempunyai 

hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. Kasus Negative Option ini mengakibatkan konsumen tidak 

mendapatkan haknya untuk mendapatkan perlakuan atau pelayanan secara 

benar dan jujur dari pelaku usaha. Hal ini dikarenakan penyelenggara jasa 

telekomunikasi tersebut telah melakukan praktik penawaran dengan metode 

Negative Option, mendapatkan pengaduan dan keluhan dari konsumen yang 

bersangkutan tetapi tetap tidak menindaklanjuti keluhan tersebut yang 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
141  Sudaryatmo, Liku-Liku Perjalanan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, 

(Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, 2001), hal. 8-9. 
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menyebabkan konsumen dikenakan biaya atas penggunaan suatu barang 

dan/atau jasa tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu selama beberapa 

periode waktu tertentu. 

 

4.2.3 Pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi dan Peraturan Pelaksanaanya 

Selain melanggar beberapa pasal dalam UUPK, PT. Telekomunikasi 

Seluler juga telah melanggar Undang-Undang No, 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi. Berkaitan dengan, ketentuan yang sama juga diberikan oleh 

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 

10/PER/M.KOMINFO/3/2007 tentang Penggunaan Fitur Berbayar Jasa 

Telekomunikasi bahwa tidak dibenarkan adanya pembebanan sepihak oleh 

penyelenggara jasa telekomunikasi kepada pengguna jasa telekomunikasi atas 

biaa penggunaan fitur berbayar tanpa pemberitahuan dan persetujuannya terlebih 

dahulu. Lebih lanjut pada Pasal 2 ayat (2) dinyatakan bahwa dalam hal 

penyelenggara telekomunikasi yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar 

menyediakan dan menawarkan fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai 

fitur berbayar wajib memberikan informasi lengkap dan jelas tentang jenis, 

manfaat, maupun tarif kepada Pelanggan. Selanjutnya juga diatur bahwa 

penyelenggara telekomunikasi wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan 

tertulis dan atau dengan layanan pesan singkat (Short Message Service) dari 

pelanggan untuk mengaktifkan fitur berbayar. 142 

 Dalam hal ini, memang pihak Telkomsel sudah memberikan informasi 

mengenai tarif daripada layanan fitur Opera Mini tersebut kepada konsumen tetapi 

mereka tidak memberikan informasi mengenai jenis dan manfaat daripada 

penawaran yang dilakukan tersebut. Terlebih lagi, pihak Telkomsel sudah terlebih 

dahulu mengaktifkan serta membebankan biaya kepada konsumen tanpa adanya 

tindakan tegas dari konsumen yang menyatakan bahwa ia memberikan 

persetujuan untuk layanan tersebut baik itu persetujuan secara tertulis atau dengan 

layanan pesan singkat (Short Message Sevice). Dengan demikian, pihak 

Telkomsel telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal Pasal 2 ayat (2) 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
142  Indonesia (3), op.cit., Pasal 2 ayat (3). 
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dan ayat (3) mengenai kewajiban pelaku usaha untuk terlebih dahulu 

menginformasikan secara lengkap kepada konsumen mengenai layanan serta 

kewajiban untuk mendapatkan persetujuan terlebih dahulu. 

 

4.3 Perlindungan Hukum bagi Konsumen atas Pelanggaran yang 

dilakukan Pelaku Usaha 

4.3.1  Perlindungan Hukum bagi Konsumen Sesuai dengan Ketentuan 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha, tentunya perlu 

mendapatkan perlindungan hukum. Terkait dengan masalah penyelesaian ganti 

rugi yang dialami konsumen, maka UUPK mengatur bahwa setiap konsumen 

yang dirugikan memilik hak untuk dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku 

usaha.143 Mengenai masalah ganti rugi ini sebenarnya sangat terkait dengan 

tanggung jawab pelaku usaha. Dalam Pasal 19 UUPK, dinyatakan bahwa pelaku 

usaha memiliki tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerugian 

konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau 

diperdagangkan. Ganti rugi tersebut apat berupa: 

a. pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis 

atau setara; atau 

b. perawatan kesehatan da/atau pemberian santunan yang sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.144 

Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari 

setelah tanggal transaksi. 145  Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan 

kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut 

mengenai adanya unsur kesalahan.146 Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku 

apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
143 Indonesia (2),  op.cit., Pasal 4 huruf h. 
 
144 Ibid., Pasal 19. 
 
145 Ibid., Pasal 19 ayat (3). 
 
146 Ibid., Pasal 19 ayat (4). 
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kesalahan konsumen. 147  Apabila pelaku usaha menolak dan/atau tidak 

memberikan tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan 

konsumen, maka pelaku usaha tersebut dapat digugat.148  

 

4.4.2 Perlindungan Hukum bagi Konsumen Sesuai dengan Ketentuan 

Undang-Undang Telekomunikasi 

Selain diatur oleh UUPK, perlindungan hukum bagi konsumen juga 

diatur oleh Undang-Undang Telekomunikasi yang memiliki lingkup khusus 

terhadap konsumen jasa telekomunikasi di Indonesia. Pengaturan mengenai 

penyelenggaraan jasa telekomunikasi secara khusus pada fitur berbayar saat ini 

tunduk pada Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, 

Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan 

Telekomunikasi, Keputusan Menteri No. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan 

Jasa Telekomunikasi serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 

10/PER/M.KOMINFO/3/2007 tentang Penggunaan Fitur Berbayar Jasa 

Telekomunikasi. 

Bentuk perlindungan terhadap konsumen dapat dilihat dari hak-hak 

konsumen yang diatur oleh Undang-Undang Telekomunikasi. Pada Pasal 15 UU 

Telekomunikasi, diatur bahwa atas kesalahan dan/atau kelalaian penyelenggaran 

telekomunikasi yang menimbulkan kerugian, maka piha-pihakyang dirugikan 

berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyelenggara telekomunikasi. 

Dapat dilihat bahwa apabila konsumen dirugikan oleh pihak penyelenggara jasa 

telekomunikasi sebagai pelaku usaha, maka konsumen dapat melakukan tuntutan 

kepada pelaku usaha. Pihak pelaku usaha juga dwajibkan untuk memberikan ganti 

rugi kepada konsumen, kecualipihak pelaku usaha dapat membuktikan bahwa 

kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh kesalahan dan/atau kelalaiannya.149 

 

4.5 Penyelesaian Sengketa 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 
 
147 Ibid., Pasal 19 ayat (5). 

 
148 Ibid., Pasal 23. 
 
149  Indonesia (1), op.cit., Pasal 15 ayat (2). 
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Dalam setiap proses penyelesaian sengketa dan ganti rugi, pada 

umumnya selalu diupayakan untuk menyelesaikannya secara damai di antara 

kedua belah pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa secara damai 

maksudnya adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak yang 

bersengketa tanpa melalui pengadilan. Dalam prakteknya, penyelesaian sengketa 

antara konsumen dengan pelaku usaha yang dilakukan secara damai, sulit untuk 

dilakukan. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen, maka 

dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

diatur secara khusus mengenai masalah penyelesaian sengketa pada Bab X, 

dimulai dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 48. 

Konsumen diberikan alternatif penyelesaian sengketa, dimana 

penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar 

pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa (Pasal 45 

UUPK). Berikut adalah penjelasan mengenai penyelesaian sengketa melalui 

pengadilan atau di luar pengadilan. 

1. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan. 

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk 

mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau 

mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau 

tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen. Penyelesaian 

sengketa dapat (bukan keharusan) ditempuh melalui BPSK. Tugas dan 

wewenang BPSK diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen, yang diantaranya meliputi pelaksanaan penanganan dan 

penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi atau arbitrase atau 

konsiliasi, dan juga dapat menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha 

yang melanggar larangan-larangan tertentu yang dikenakan bagi pelaku 

usaha. 

2. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan. 

Penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan mengacu pada 

ketentuan peradilan umum. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa 

konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat 

ditempuh apabila upaya tersebut tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh 
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para pihak yang bersengketa.150 Jadi, dapat dikatakan bahwa, penyelesaian 

sengketa melalui pengadilan ini hanya dapat dilakukan jika: 

a. para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar 

pengadilan, atau 

b. upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan tidak berhasil 

oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.151 

 

4.6 Sanksi 

Ketentuan sanksi dalam UUPK mencantumkan tiga jenis sanksi bagi 

pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen. Sanksi 

tersebut adalah sanksi administrasi, sanksi pidana dan sanksi tambahan.  

1. Sanksi administrasi terdapat dalam Pasal 60 UUPK. Yang memberikan sanksi 

ini adalah pihak BPSK). BPSK berwenang menjatuhkan denda sanksi 

administratif berupa penetapan ganti rugi maksimal Rp. 200.000.000,- (dua 

ratus juta rupiah). Ganti rugi yang dilakukan berupa pengembalian uang 

kepada pihak yang dirugikan. 

2. Sanksi pidana. Sanksi pidana pokok terhadap pelaku usaha diatur dalam Pasal 

62 UUPK, yang berupa pidana penjara dan juga pidana denda. Dalam Pasal 

62 UUPK mencantumkan sanksi pidananya adalah pidana penjara paling 

lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- 

(dua miliar rupiah). 

3. Sanksi pidana tambahan. Selain sanksi pidana pokok, pada Pasal 63 UUPK 

dicantumkan sanksi pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu, 

pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian 

kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen, 

kewajiban penarikan barang dari peredaran dan pencabutan izin usaha. 

Pelanggaran dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi dapat diberikan 

pidana tambahan berupa penghentian kegiatan tersebut atau pencabutan izin 

usaha dalam penyediaan jasa telekomunikasi tersebut.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
150 Ibid., Pasal 45 ayat (4).  
 
151 Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, op.cit., hal. 65. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah diuraikan, ada 

beberapa kesimpulan yang dapat diambil oleh penulis sebagai berikut. 

1.   Negative Option mengacu pada suatu metode penawaran barang dan/atau jasa 

dimana pelaku usaha menafsirkan kegagalan konsumen untuk mengambil 

tindakan tegas, baik untuk menolak suatu penawaran atau membatalkan suatu 

perjanjian, sebagai suatu bentuk persetujuan untuk membebankan biaya atas 

barang dan/atau jasa kepada konsumen. Metode penawaran tersebut selain 

memberikan manfaat bagi konsumen juga dapat memberikan perangkap. 

Aspek-aspek yang menjadi permasalahan dalam metode tersebut dapat 

dituangkan dalam tiga kategori luas sebagai berikut yaitu kegagalan untuk 

memberikan informasi yang cukup mengenai persyaratan yang ada dalam 

penawaran tersebut, kegagalan untuk mendapatkan persetujuan konsumen 

sebelum membebankan biaya atas barang dan/atau jasa serta kegagalan untuk 

menyediakan sarana untuk membatalkan penawaran terhadap konsumen. 

Metode tersebut dapat mengakibatkan kerugian finansial yang cukup 

signifikan terhadap konsumen apabila tidak dilengkapi dengan informasi 

yang jelas sehingga terjadi pembebanan biaya atas barang dan/atau jasa tanpa 

persetujuan dari konsumen. 

2.  Di Indonesia belum ada peraturan perundang-undangan secara khusus terkait 

Negative Option sedangkan dalam praktiknya sudah banyak terjadi dan 

menjadi perhatian khususnya dalam penyelenggaraan telekomunikasi di 

Indonesia. Hak dan kewajiban konsumen dalam penyelenggaraan jasa 

telekomunikasi, baik dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 tentang 

Telekomunikasi maupun dalam peraturan pelaksana, tidak diatur secara rinci 

sehingga belum cukup mengakomodir hak-hak dari konsumen jasa 

telekomunikasi secara umum. Hak-hak konsumen yang dilindungi oleh 

Undang-Undang Telekomunikasi diantaranya adalah hak atas kenyamanan, 
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hak atas privasi, hak untuk memilih dan hak untuk mendapatkan ganti rugi.  

Dengan demikian, konsumen berpedoman pada hak dan kewajiban yang 

diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen. 

3.  Pada kasus David M. L. Tobing melawan Telkomsel, penawaran yang 

dilakukan merupakan suatu bentuk Negative Option (dengan skema tipe III) 

karena pada dasarnya pelaku usaha gagal untuk memenuhi persyaratan 

diterapkannya Negative Option yaitu penyediaan informasi yang cukup 

mengenai jasa Opera Mini, persetujuan dari konsumen sebelum melakukan 

pembebanan biaya serta penyediaan sarana untuk membatalkan penawaran 

tersebut. Bentuk perlindungan yang diberikan terhadap konsumen jasa 

telekomunikasi pada kasus Negative Option David M. L. Tobing melawan 

Telkomsel pada dasarnya diwujudkan melalui penghargaan terhadap hak 

konsumen serta melalui kewajiban pelaku usaha. Bentuk kewajiban pelaku 

usaha telekomunikasi di dalan Undang-Undang Telekomunikasi diantaranya 

adalah kewajiban ganti kerugian, kewajiban pemberian persamaan fasilitas 

kepada konsumen jasa telekomunikasi, kewajiban dalam memberikan 

informasi, kewajiban dalam memberikan kebebasan memilih kepada 

konsumen jasa telekomunikasi. Setiap konsumen yang dirugikan memiliki 

hak untuk dapat menuntut ganti rugi pada pelaku usaha. Lebih lanjut, pada 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, 

terdapat alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh konsumen 

untuk mendapatkan ganti rugi yang ditumbulkan. Dengan demikian, 

konsumen yang menderita kerugian oleh karena adanya Negative Option 

dapat diakomodir melalui ketentuan tersebut. 

 

5.2 Saran 

Setelah melakukan penelitian ini, maka beberapa saran yang dapat 

penulis kemukakan adalah: 

1. Pemerintah seharusnya membentuk suatu peraturan perundang-undangan 

yang mengatur mengenai Negative Option secara khusus karena penawaran 

dengan metode Negative Option tersebut merupakan hal yang memiliki 
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berbagai permasalah tetapi sudah lama diterapkan dalam penyelenggaraan 

jasa telekomunikasi. Oleh karena perihal Negative Option masih belum 

memiliki pengaturan secara tersendiri, maka Pemerintah harus melakukan 

pemeriksaan, pengawasan dan pengendalian dalam penyelenggaraan 

telekomunikasi di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menghindari pelaku 

usaha secara bebas mengikat konsumen untuk menerima penawaran tersebut 

tanpa persetujuan terlebih dahulu dan melakukan pembebanan biaya. 

Sehubungan dengan hal itu, perlu diperjelas fungsi lembaga-lembaga 

konsumen serta meningkatkan kinerjanya sehingga pelanggaran yang terjadi 

dapat ditindak dengan tegas. 

2. Pihak pelaku usaha yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi wajib 

menyediakan informasi kepada pihak konsumen dengan sejelas-jelasnya dan 

sejujur-jujurnya mengenai jasa telekomunikasi yang diberikan, termasuk 

masalah keamanan serta risiko-risiko yang mungkin terjadi. Peran pelaku 

usaha merupakan hal yang sangat penting sebagai tahap awal dalam 

mencegah adanya pelanggaran hak-hak konsumen salah satunya adalah 

dengan memperoleh terlebih dahulu persetujuan konsumen atas suatu 

penawaran dan tidak secara langsung membebankan biaya atasnya. 

3. Masyarakat sebagai konsumen harus diberdayakan dan memahami hal-hal 

yang berkaitan dengan perlindungan konsumen karena dengan segala 

perkembangan yang ada, inisiatif konsumen untuk berhati-hati dalam hal 

terjadi suatu penawaran menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dipungkiri. 

Oleh karena itu, perihal perlindungan konsumen perlu disosialisasikan kepada 

masyarakat baik melalui media cetak dan elektronik maupun penyuluhan 

sehingga masyarakat dapat menyadari hak-haknya dan dapat  mengambil 

upaya hukum yang diperlukan apabila hak-haknya dilanggar. Lebih lanjut, 

masyarakat sebaiknya  membaca terlebih dahulu dan bersikap responsif aktif 

dalam pelaporan pelanggaran masalah konsumen. 
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    BAB I  
KETENTUAN UMUM  

Pasal 1  
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 

    1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap Informasi dalam 
bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar. suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem
elektromagnetik Iainnya. 

    2. Penyelenggara Telekomunikasi adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa 
telekomunikasi. 

    3. Pelanggan adalah Perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan 
telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi yang berdasarkan kontrak. 

    4. Fitur adalah fasilitas Iayanan tambahan yang diberikan oleh Penyelenggara Telekomunikasi; 
    5. Fitur Berbayar adalah fasilitas Iayanan tambahan dikenakan biaya yang diberikan oleh penyelenggara 

telekomunikasi atas persetujuan pelanggan; 
    BAB II  

F ITUR LAYANAN TELEPONI DASAR  
Pasal 2 

    (1) Penyelenggara telekomunikasi yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar dapat menyediakan jenis Fitur 
antara lain termasuk namun tidak terbatas pada :  
a. Kotak Suara (voice Mail box);  
b. Penerusan PanggiIan(call forwarding);  
c.  Antrian Panggilan (call waiting) ;  
d. Panggilan Tiga Pihak (Conference Call);  
e. Nada Sambung Personal (RingBack Tone);  
f.  lnformasi Detail Tagihan Jasa Telekomunikasi. 

    (2) Dalam hal Penyelenggara Telekomunikasi yang menyelenggarakan jasa teleponi dasar menyediakan dan 
menawarkan fitur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai fitur berbayar wajib memberikan informasi 
Iengkap dan jelas tentang jenis, manfaat, maupun tarif kepada Pelanggan. 

    (3) Penyelenggara telekomunikasi wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dan atau dengan 
Iayanan pesan singkat (Short Message Service /SMS),dari pelanggan untuk mengaktifkan fitur berbayar. 

    BAB III  
SANKSI  
Pasal 3  

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Ayat (3) dikenakan sanksi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

    BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN  

PasaI 4 
    (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang menyelenggarakan teleponi dasar dan telah menyediakan Iayanan fitur 

berbayar wajib : 
      a. menghentikan Iayanan fitur berbayar yang belum diinformasikan kepada Pelanggan atau belum 

mendapatkan persetujuan dari Pelanggan, paling Iambat dalam jangka waktu 3 (tiga ) bulan sejak 
ditetapkannya Peraturan Menteri ini.  

      b. menyampaikan kepada Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) jenis-jenis fitur berbayar, 
manfaat, dan tarif yang ditawarkan kepada Pelanggan. 

    (4) Dalam hal Penyelenggara Telekomunikasi yang menyeienggarakan teleponi dasar menghentikan Iayanan fitur 
berbayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurui a dapat membuka kembali Iayanan fitur berbayar setelah 
memberikan informasi dan mendapatkan persetujuan dari Pelanggan. 
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    PasaI 5  
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Nomor : 24/MKOMINFO/10/2005 tentang 
Penggunaan fitur berbayar jasa telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

             
            Ditetapkan di :  JAKARTA  

Pada tanggal :  27 MARET 2007  
MENTERI KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA,  
REPUBLIK INDONESIA  
                 ttd  
SOFYAN A. DJALIL 

SALINAN Peraturan Menteri ini disampaikan Kepada Yth:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

Presiden Republik Indonesia;  
Wakil Presiden Republik Indonesia;  
Menteri Sekretaris Negara;  
Jaksa Agung Republik Indonesia;  
Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;  
Kepala Kepolisian RI;  
KPPU;  
YLKI. 
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